BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1803, 2017 BKN. Jabatan Fungsional. Pengawas Perikanan.
Juklak.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan, dan memperhatikan Surat
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1226/SJ/900/
XI/2017, mengenai rekomendasi atas substansi rancangan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian
Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan

Fungsional Pengawas Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5949);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1416);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN.

Pasal 1
Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan

ini.

Pasal 2
(1) Keputusan pembebasan sementara bagi Pengawas
Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-
undangan Kelautan dan Perikanan yang tidak dapat
memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi
berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan

Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
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PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri
Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 01/PERBER-MKP/2015 dan Nomor 37
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama
Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka
Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang
bersangkutan  diangkat kembali dalam = Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan.

(2) Keputusan pembebasan sementara selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masih tetap berlaku, dan dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18
Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan
Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
01/PERBER-MKP/2015 dan Nomor 37 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan

Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
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PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun
2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan

kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Badan ini,
dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Pasal 5
Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Badan
ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi

pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Pasal 6
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 November 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

[. PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017
telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
2. Bahwa petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Badan

Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Rungsional Pengawas
Perikanan ini bertujuan untitk memberikan pedoman kepada pejabat
yvang secara fungsional miemibidangi kepegawaian dan pejabat yang
berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang seclanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawal Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yarig memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.

www.peraturan.go.id
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11.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi
dan tugas Dberkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu,

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat vang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di instansi
pemerintah sesuai dengan ketentnan peraturan perundang-
undangar.

Instansi Pusat adalah kementerian, lémbaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalalh perangkat daerah provinsi dan perangkat
daerahh kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daeral,
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan
lembaga teknis daerah.

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang
untuk mniclakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan, dalam rangka menegakkan
tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut
Pengawas Perikanan adalali PNS yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.

Pengawasan Perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat
teknis biologis terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya
kelautan dan perikanan dalam rtangka tertib pelaksanaan
peraturan perundang-undangan dan ketentoar.

Kegiatan Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang meliputi
persiapan, pengawasan usaha penangkapan ikan, pernigawasan
usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan dan
distribusi hasil perikanan, pengawasan pencemaran perairan,

pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau  kecil,

www.peraturan.go.id
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pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi dan
keanekaragaman hayati, pengawasan benda berharga asal muatan
kapal tenggelam dan pasir laut, tindak lanjut hasil pengawasan,
analisis dan evaluasi hasil pengawasan, pengembangan sistem
pengawasain.

12. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan adalah Pengawas
Perikanan yang memiliki kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas
dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan
prosedur kerja di bidang pengawasan perikanarn.

13. Pengawas Perikanan Kategori Keahlian adalah Pengawas Perikanan
vang mempunyai kualifikasi profesional yvang pelaksanaan tugas
dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan,
metodologi, dan teknik analisis di bidang pengawasan perikanarn.

14. Sasaran Kinerja Pegawal yang selanjntnya disingkat SKP adalah
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau
akumulasi nilai dari nraian kegiatan yang harus dicapai oleh
Pengawas Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang
bersangkutan.

16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumunlasi nilai Angka Kredit
minimal yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan sebagai
salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

17. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fuangsional Penigawas Perikanan yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan olehh Pejabat vyang berwenang dan Dbertugas
mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun
dalam SKP serta menilai kinerja Pengawas Perikanan.

18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh
Pengawas Perikanan baik perorangan atau kelompok di bidang
pengawasan perikanan.

19. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsicnal

Pengawas Perikanan dan bhukan pemberhentian sebagai PNS.

www.peraturan.go.id
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[I. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGEAT, DAN GOLONGAN
RUANG
A. TUGAS JABATAN
Tugas jabatan Pengawas Perikanan vyaitu melakukan kegiatan
pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan

perundang-indangan dan ketentuan.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan TFungsional Pengawas Perikanan merupakan jabatan
fungsional yang terdiri dari:

a. Kategori Keterampilan;damn
b. Kategori Keahlian.

2. Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori
Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dari
jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula,

b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana;

c. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutarn; dan
d. Pengawas Perikanan Penyelia.

3. Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dari jenjang terendah
sanipai jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama;
b. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda;

¢. Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya; dan
d. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama.

4. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan Kategori Keterampilan sebagainiana dimaksud pada
angka 2, terdiri atas:

a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang I1/a.

b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana:
1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2) Pangkat Pengatur, golongan ruang I1/¢; dan

3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang I1/d.

www.peraturan.go.id
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c. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutar:

1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang I11/a; dan

2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang I1[/b.
d. Pengawas Perikanan Penyelia:

1) Pangkat Penata, golongan ruang Il1/c; dan

2) Pangkat Penata Tingkat I, gelongan ruang [[/d.

5. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 3,
terdiri atas:

a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama:
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang IIl/a; dan
2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang [1[/b.
b. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda:
1) Pangkat Penata, golongan ruang Ill/¢; dan
2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang [II/d.
¢. Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya:
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2) Pangkat Pembina Tingkat [, golongan ruang IV/b; dan
3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama:
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang [V/d; dan
2) Pangkat Pembina Utama, golongan riiang [V/e.

6. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-
masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan angka 5 berdasarkan
jumlah Angka Kredit yvang ditetapkan untuk masing-masing jenjang
jabatan.

Contol:

Saudari Yunita Warastnuti, S.Pi, NIP. 19880510 201203 2 001,

pangkat Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang I1/b. Yang

bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Perikanan, maka penilajan untuk menetapkan Angka Kredit dinilai

dari unsur:

a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100Angka Kredit.

b. Diklat Prajabatan golongan Il sebesar 2 Angka Kredit.

c. Pelaksanaan tugas di bidang pengawasan perikanan, sebesar 56
Angka Kredit,

www.peraturan.go.id
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Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar
158.
Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Saudari
Yunita Warastut, S.Pi., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan
ruang yvang dimilikinya yakni Pengawas Perikanan Ahli Pertama/
Pertama;, pangkat Penata Muda Tingkat I, gelongan ruang I1/h.
Penctapan jenjang jabatan untuk péngangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan berdasarkan jumlah Angka Kredit
yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan
golonigan Tuang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat,
dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan
angka 5.
Contoh:
Saudara Dwi Setyaningsih, S.Pi; M.Si., NIP. 1974705 199803 2 001,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Sub
Direktorat Pengawasan Budidaya. Yang bersangkutan akan
diangkat dalam Jabatan Fungsienal Pengawas Perikanan.
Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Saudara Dwi
Setyaningsih, S.Pi., M.Si., memperoleh 375 Angka Kredit, dengan
perincian sebagai berikut:
a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pengawas
Perikanansebesar 10 Angka Kredit;
¢. Pelaksanaan tugas di bidang pengawasan perikanan, sebesar
165 Angka Kredit;
d. Pengembangan profesi sebesar 20Angka Kredit;
¢. Penunjang tugas Pengawas Perikanan sebesar 30 Angka Kredit.
Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperolehh Saudara Dwi
Setyaningsih, S.Pi., M.Si., sebesar 375, maka penetapan jenjang
jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan
golongan ruang yang dimiliki yaitu Pengawas Perikanan Ahl

Muda/Muda, pangkat Pembina, golongan ruang [V/a.

www.peraturan.go.id
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[II. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Pengawas Perikanan yvang dapat dinilai
Angka Kreditnya, terdiri atas:
a. unsurutama; dan
b. unsur penunjang.

2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri
atas:
a. pendidikan;
b. pengawasan perikanan; dan
c. pengembangan profesi.

3. Sub unnsur dari nnsur ntama sebagaimana dimaksud pada angka 2,
terdiri atas:
a, pendidikan, meliputi:

1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang
pengawasan perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

3) diklat prajabatan.

b. pengawasan perikanan, meliputi:

1) persidpan pengawasar;

2) pengawasan nsaha penangkapan ikan;

3) pengawasan usaha pembudidayaan ikan;

4) pengawasan usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan;

5) pengawasan pencemaran perairan;

6) pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;

7) pengawasan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati;

8) pengawasan Benda Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan
pasir laut;

9) tindak lanjut hasil pengawasai;

10) analisis dan evaluasi hasil pengawasan; dan

11) pengembangan sistem pengawasan perikanan.

c. pengembangan profesi, meliputi:

1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan
perikanan;

2) penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/ataua
peraturan di bidang pengawasan perikanan; dan

www.peraturan.go.id
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8) penyusunan ketentuan pelaksanaan (standar)/pedoman/
ketentuan teknis di bidang pengawasan perikanan.
4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri

atas:

a. pengajar/pelatih  pada diklat fungsional/teknis di bidang
pengawasan perikanai;

b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan
perikanan;

c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan;

e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan

f. perolehan ijazali/gelar kesarjanaan lainnya.

[V. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN
l. Uraian kegiatan dJabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori
Keterampilan sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemutila, meliputi:

1) mengumpulkan data dan informasi bulanan di bidang
pengawasan;

2) melakukan kegiatan identifikasi kapal perikanan;

3) melakukan kegiatan identifikasi Alat Penangkapan Tkan(API) dan
alat bantu penangkapan ikan;

4) melakukan kegiatan penghitungan jumlah ikan hasil tangkapan
sesuai dengan jenis API;

5) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian mesin kapal
perikanan dengan dokumen;

6) melakukan kegiatan pendataan usaha budidaya
(keramba /kolam /tambak), jenis ikan dan lokasi wusaha
budidaya;

7) melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap penggunaan tenaga
kerja usaha budidaya,

8) melakukan kegiatan identifikasi jenis dan jumlah ikan yang
didistribusikan; dan

9) melakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan yang diduga

membawa bahan peledak dan/atau bius.

www.peraturan.go.id
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b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana, meliputi:

1) mengumpulkan data dan informasi di bidang pengawasan;

2) melakukan kegiatan identifikasi ikan hasil tangkapan kapal
perikanaii;

3) melakukan kegiatan pemeriksaan Xkesesuaian API dengan
dekumen;

4) melakukan kegiatan identifikasi dokumien perizinan tusaha
perikanan budidaya;

5) melakukan kegiatan identifikasi sarana dan prasarana yang
digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan;

6) melakukan kegiatan identifikasi obat dan pakan ikaiy

7) melakukan kegiatan identifikasi penggunaan Obat lkan Kimia
dan Bahan Biologi (OIKB);

8) melakukan kegiatan pemeriksaan jenis usaha pengolahan ikan,
jenis produk yang dihasilkan dan tempat pemasaran produk;

9) melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen produk
perikanan yang akan didistribusikan/dipasarkan dalam rangka
jaminan keamanan pangar;

10) melakukan kegiatan pengambilan sampel air tercemar dan/atau
biota perairar;

11) melakukan kegiatan pendataan dan pendeokumentasian kondisi
pencemaran perairan;

12) melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat;

13) melakukan kegiatan pengambilan gambar dan mengarsipkan
dalam rangka penicriksaan pendaliuluan;

14) melakukan kegiatan pengadministrasian proses pemeriksaan
saksi-saksi dan tersangka ke dalam buku register;

15) melakukan kegiatan pengadministrasian proses penahanan
tersangka ke dalam buku register;

16) melakukan kegiatan pengadministrasian perawatan barang
bukti tindak pidana perikanarn;

17) melakukan kegiatan pengadministrasian penyegelan/
pembungkusan ke dalam buku register; dan

18) melakukan kegiatan pengawalan tersangka dan barang bukti
tindak pidana perikanan sebelum diseralikan kepada Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di UPT Pengawasan.
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Pengawas Perikanan Mahir/ Pelaksana Lanjutan, meliputi:

1) melakukan pengolahan data dan informasi bulanan di bidang
pengawasan;

2) menganalisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan;

3) melakukan kegiatan pemieriksaan dokumen ‘Surat Keterangan
Aktivasi Transmiter (SKAT) dan keaktifan transmiter terhadap
ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);

4) melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal [kan Asing (KIA);

5) melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal [kan Indenesia (KII);

6) melakukan kegiatan pemeriksaan tempat (sanitasi dan Hygiene)
penanganan ikan di atas kapal perikanai;

7) melakukan kegiatan penyiapan bahan/sampel ikan untuk
pemeriksaan kandungan bahan tambahan makanan yang
membahayakan kesehatan manusia;

8) melakukan kegiatan monitoring kesesuaian surat ijin
pemastkan hasil perikanan (kuota impor) yang dimiliki Unit
Pengolahan Ikan (UPI) dengan realisasi jumlah ikan yang telah
ditmpor;

9) melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
perjanjian kemitraan UPI dengan kapal Perikanan;

10) melakukan kegiatan pengambilan sampel ikan hasil tangkapan
yang diindikasikan menggunakan bahan peledak dan/atau bius;

11) melakukan  kegiatan  pemeriksaan  dokumen — perizinan
pemanfaatan Benda Muatan asal Kapal Tenggelam (BMKT);

12) melakukan penyiapan konsep Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan (SPDP);

13) melakukan kegiatan pengadministrasian barang bukti tindak
pidana perikanan;

14) melakukan  kegiatan pengumpulan data tindak pidana
perikanan;

15) melakukan kegiatan pengadministrasian sarana dan prasarana
perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat
melakukan tindak pidana perikanan;

16) melakukan kegiatan pengadministrasian pemanggilan ahli

dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan;
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17) melakukan kegiatan pengadministasian dalam rangka penyitaarn
barang atau dokumen tindak pidana perikanan;

18) melakukan  kegiatan pengadministrasian dalam  rangka
penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti
tindak pidana perikanan;

19) melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan persidangan tindak
pidana perikanan sampai dengan inkracht; dan

20) melakukan kegiatan evaluasi data kedatangan kapal perikanan
di pelabuhan pangkalan.

d. Pengawas Perikanan Penyelia, meliputi:

1) melakukan pengolahan data dan informasi triwulanan di bidang
pengawasan;

2) melakukan kegiatan pemeriksaan ketaatan kapal perikanan
dengan buku lapor pangkalan;

3) melakukan kegiatan pemeriksaan peredaran ikan atau benih
ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk Wilayah Negara
Republik [ndonesia,

4) melakukan pemeriksaan perizinan kegiatan penelitian dan
pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki;

5) melakukan pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil
rekayasa  genetik dengan dokumen  perizinan usaha
pembudidayaan ikan;

6) melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan berbahaya yang
dilarang masuk dari lnar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara
Republik Indonesia,

7) melakukan keglatan pemeriksaan jenis ikan invasive,

8) melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen
perizinan pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) kegiatan
perikanan;

9) melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil;

10) melakukan kegiatan identifikasi dan iventarisasi lokasi kawasan
koriservasi perairan;

11) melakukan kegiatan penghitungan jumlah dan jenis BMKT,
serta memeriksa kondisi BMKT;

12) melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan BMKT;
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13) melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan pasir lautg;

14) melakukan kegiatan pengadministrasian resumnie perkara dan
penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti tindak
pidana perikanan kepada jaksa penuntut unium;

15) melakukan kegiatan pengadmiinistrasian penerimaan barang
bukti tindak pidana perikanan;

16) melakukan kegiatan evaluasi data buku lapor ketaatan kapal
perikanan;

17) melakukan kegiatan evaluasi data hasil tangkapan kapal
perikanan;

18) melakukan kegiatan evaluasi data UPI sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;

19) melakukan kegiatan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas
vang diproses hkum /kapal yang di ad hoc; dan

20) melakukan kegiatan evaluasi data Situasi dan Report (SITREP).

2. Uraian Kkegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kategori
keahlian sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
a. Pengawas PerikananAhli Pertama/Pertama, meliputi:

1) menyusun rercana kerja kegiatan pengawasan tahunan sebagai
anggota;

2) menyiapkan bahan penyusunan rtencana kerja kegiatan
pengawasan terhadap pengelolaan sumber dayva kelautan dan
perikanan bulanan sebagai anggota;

3) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegilatan
pengawasan terhadap pengelolaan sumber dava kelautan dan
perikanan triwulanan sebagai anggota;

4) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja keglatan
pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan tahunan sebagai anggota;

5) melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasar,

6) melakukan pengolahan data dan informasi di bidang
pengawasari;

7) mielakukan keglatan pemeriksaan hasil rekaman karuera

pemantau di atas kapal perikanan;
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8) menangkap, menahan dan membawa kapal dan/atau orang
vang diduga adtau patut diduga melakukan ftindak pidana
perikanan;

9) memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan
(SIPI/SIKPI, SLO, SFB);

10) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen
perizinan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan
Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)/Tanda
Pendaftaran Kapal Pengangkut [kan (TPKP);

11)melakukan Xkegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan
prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaain
ikan;

12) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuiaian obat dan pakan
ikan di Toke/Agen/Depo/ Distributor/Produsen obat dan
Pembudidaya [kan dengan daftar obat ikan yang
terdaftar/teregistrasi di KKP;

13) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penggunaan Obat
Tkan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB) yang direkomendasikan
oleh Ditjen Perikanan Budidaya

14) melakukan kegiatan pemeriksaan kapal angkut ikan hidup
sesuai dengan pelabuhan muat/singgal yang tercantum dalam
SIKPI;

15) melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen
pengolahan dan distribusi hasil perikanan;

16) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian produk hasil
pengolahan ikan dengan Health Certificate (HC) dan Sertifikat
penerapan Hazard Analysis and Critical Control Peoints (HACCP);

17) melakukan pemeriksaan awal penyebab terjadinya pencemaran
perairan dan menentukan lokasi pengawasan  (lokasi
pengambpilan sampel air/biota);

18) Melakukan Kkegiatan pengumpulan bahan dan Kketérangan
(Pulbaket) di daerah yang terkena dampak pencemarain perairati;

19) melakukan  kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen
perizinan pengelolaan lingkungan kegiatan perikanan/UPL

dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
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20) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen
perizinan kegiatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (WPSK) sesuai dengan rencana zonasi yang
ditetapkan;

21) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin pemantaatan
kawasan konservasi perairan;

22) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan
prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemantaatan
kawasan konservasi perairan;

23) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin dengan
pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove;

24) melakukan uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan
menggunakan bahan peledak dan/atau bius;

25) melakukan  kegiatan  pemeriksaan  kesesnaian  dokumen
perizinan pemanfaatan BMKT;

26) melakukan kegiatan pemeriksaan keésesuaian  dokumen
perizinan pemanfaatan pasir laut;

27) melakukan kegiatan penggeledahan terhadap sarana dan
prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau
menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanarn;

28) melakukan kegiatan penahanan terhadap tersangka tindak
pidana perikanan;

29) melakukan penyitaan terhadap barang atau dokumen tindak
pidana perikanan;

30) melakukan proses administrasi untuk tersangka tindak pidana
perikanan yang hilang atan melarikan diri;

31) melakukan kegiatan perawatan terhadap barang bukti tindak
pidana perikanan;

32) melakukan kegiatan penyegelan/ pembungkusail dan
mengadministrasikan barang bukti tindak pidana perikanan;
dan

33) melakukan kegiatan pengamanan tersangka dan barang bukti
tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di
UPT Pengawasan SDKP.
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b. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, meliputi:

1) menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan sebagai
anggota;

2) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan
pengawasan terhadap pengelolaan sumber dava kelautan dan
perikanan bulanan sebagai anggota;

3) menyiapkan bahan penyuistiinan rencana Kkerja kegiatan
pengawasan terhadap pengelolaan suniber daya kelautan dan
perikanan triwulanan sebagai anggota;

4) menyiapkan bahan penyustinan rencana kerja kegiatan
pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan tahunan sebagai anggota;

5) melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasarn,;

6) melakukan pengolahan data dan informasi di bidang
pengawasan;

7) melakukan kegiatan analisis kepatuhan kapal perikanan
terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
(SPKP);

8) melakukan kegiatan analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan
dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal
perikanan;

9) melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal
Ikan Asing (KIA);

10) melakukan kegiatan analisis dokumen KIA dalam rangka Port
State Measure (PSM);

11) melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal
Ikan [ndonesia (KI);

12) melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut
hunkum dapat dipertanggungjawabkai;

13) menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang
bukti tindak pidana JUU fishing kepada PPNS di UPT
Pengawasan SDKP untuk diproses lebih lanjut;

14) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penanganan ikan
di atas kapal perikanan;

15) melakukan kegiatan pengawasan peredaran ikan atau benih
ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah Negara

Republik ndonesia,
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16) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian perizinan kegiatan
penelitian  dan pengembangan perikanan dengan izin yang
dimilikis

17) melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan yang diolah, asal
bahan baku dan tujuan distribusi ikan yang telah diolah;

18) melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen
perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina
ikam;

19) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen
perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;

20) melakukan  verifikasi hasil pemeriksaan kesesunaian izin
pemanfaatan ekosistem mangrove;

21) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang
diduga membawa bahan peledak dan/atau bius;

22) menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
(SPDP);

23) melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan tindak pidana
perikanar;

24) melakukan kegiatan penieriksaan terhadap saksi-saksi dan
tersangka tindak pidana perikanan;

25) mendatangkan ahli yang diperhikan dalam hubungannya
dengan tindak pidana perikanan;

26) melakukan kegiatan penerimaan dan penelitian awak kapal
dan/atau barang bukti dari penangkap;

27) melaksanakan kegiatan peniantauan penanganan tindak pidana
perikanan sampai pada putusan inkracht; dan

28) melakukan kegiatan analisis berita acara Hasil Pemeriksaan
Kapal (HPK) Kedatangan.

Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, meliputi:

1) menyusun rencana kerja kegiatan pengawasarn tahunan sebagai
ketua;

2) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan
pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan

perikanan bulanan sebagai ketua;
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8) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan
pengawasan terhadap pengelolaan suniber daya kelautan dan
perikanan triwulanan sebagai ketua;

4) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan
pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan tahunan sebagai ketua;

5) melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasar,

6) melakukan pengolahan data dan informasi di bidang
pengawasan;

7) melakukan kegiatan analisis fracking transmitter,

8) melakukan kegiatan analisis kesesuaian pelabuhan pangkalan
dengan SIPI atau SIKPI;

9) melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan
hasil analisa tracking transmiter atau surat pernyataan nakhoda
dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang
didaratkan;

10) melakukan verifikasi/kesesuaian data pendaratan ikan dalam
rangka penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan
(LVHTI);

11) melakukan  kegiatan  pemeriksaan  kesesuaian — keglatan
pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen
perizinan usaha pembudidayaan ikan;

12) melakukan kegiatan analisis ketaatan kapal perikanan dalam
hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya;

13) melakukan verifikasi/kesesuaian data pengolahan dan distribusi
hasil perikanan;

14) melakukan kegiatan analisis hasil sampel air tercemar/biota
perairan dengan baku mutua;

15) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan
masyarakat;

16) melakukan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah
pesisir dan pulau-pulan kecil;

17) Melakukan kegiatan analisis hasil uji forensik ikan;

18) melakukan verifikasi tipe/jenis dan kondisi BMKT;

19) melakukan  verifikasi jenis material pasir laut yang

dimanfaatkan;
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20) membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara,
tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umuni;

21) melakukan kegiatan penerimaan barang bukti tindak pidana
perikanaii;

22) melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana
perikananm;

23) melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan;

24) melakukan kegiatan analisis buku lapor ketaatan kapal;

25) melakukan kegiatan analisis Surat Laik Operasi (SLOjkapal
perikanan;

26) melakukan kegiatan analisis produktifitas hasil tangkapan kapal
perikanan;

27) melakukan kegiatan analisis kepatuhan UPI sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang
perikanan; dan

28) melakukan kegiatan evaluasi coverage area pengawasan (liasan

daerall yang terawasi dalam WPP-NRI).

Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, meliputi:

1) melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasarn,

2) melakukan pengolahan data dan informasi di bidang
pengawasan;

3) melakukan kegiatan penelaahan kapal perikanan yang diduga
melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di ad hoc
ke pangkalan/Stasiun/Satwas SDKP;

4) melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal
perikanan sesnai dengan alat penangkap ikan yang dignnakan;

5) melakukan kegiatan analisis jenis ikan berbahaya yang dilarang
masuk dari lnar WPP-NRIke dalam wilayah Negara Republik
Indonesia;

6) Melakukan kegiatan analisis sebaran jenis ikan invasive,

7) melakukan kegiatan analisis dampak sebaran jenis ikan
invasiwe;

8) melakukan kegiatan analisis data hasil pemeriksaan kand ungan
bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan

manusia;
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9) melakukan kajian kerugian lingkungan dan ekonomi
masyarakat akibat pencemaran perairan;

10) melakukan kegiatan analisis kerusakan ekosistem pesisir dan
pulau-pulau kecil;

11) melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi terkait kerusakan
kawasan konservasi perairan;

12) melakukan kegiatan analisis nilai ekononii kerusakan ekosistem
mangrove,

13) melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan BMKT;

14) melakukan kegiatan analisis dampak kerusakan lingkungan
vang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut;

15) melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan operasi kapal
pengawas terhadap proses hukum /kapal yang di ad hog;

16) melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan penghentian
dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas;

17) melakukan kegiatan evaluasi laporan Situasi dan Report
(SITREP);

18) melakukan kegiatan identifikasi/verifikasi kinerja sistem
pengawasan perikanan;

19) melakukan kegiatan pengujian terhadap efektifitas instrumen/
sistem pengawasan perikanan;

20) melakukan kegiatan analisis terhadap hasil identifikasi dan ji
cfektifitas sistem pengawasan perikanan;

21) melakukan kegiatan penyusunan kajian untuk penyempurnaan
sisteni pengawasan perikanan;

22) melakukan kegiatan analisis dan verifikasi hasil identifikasi; dan

23) melakukan kajian coverage area pengawasan (luasan daerah

yang terawasi dalam WPP-NRI).

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN
1. Hasil ketja jabatan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan setiap
jenjang jabatan, sebagai berikuit:
a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula; meliputi:
1) data dan informasi di bidang pengawasan bulanan;
2) data hasil identifikasi berupa ukuran (panjang, lebar, dalam),
bentiik kapal, dan dokumentasi kapal perikanan;
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8) datwa hasil identifikasi berupa ukuran (panjang, lebar, juralah
(piece/ pancing/pelampung/pemberat), bentuk, pengambilan
gambar APl dan alat bantunya;

4) data jumlah per jenis ikan hasil tangkapan dan pengambilan
gambar jenis ikan;

8) laporan hasil pemeriksaan dekumen mesin kapal perikanan;

6) data jenis bahan yang digunakan pada
keramba/kolam /tambak dan ukuran (panjang, lebar) serta
gambar bahan;

7) data tenaga kerja yang digunakan (lokal/asing) pada usaha
budidaya;

8) data jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan; dan

9) Dberita acara pemeriksaan kapal perikanan yang diduga

membawa balian peledak dan/ataun bius.

Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana, meliputi;

1) data dan informasi di bidang pengawasan triwulanan;

2) data hasil identifikasi berupa jenis, asal ikan dan pengambilan
gambar hasil tangkapan kapal perikanan;

3) laporan hasil pemeriksaan dokumen APT;

4) data pemeriksaan dokumen perizinan usaha perikanan
budidaya (STUP dan TPUPI/TPKP);

5) data sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha
pembudidayaan ikan;

6) data obat dan pakan ikan;

7) data penggunaanObat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (QIKB),

8) Dberita acara hasil pemeriksaan jenis usaha pengolahan ikan,
jenis produk yang dihasilkan dan tempat pemasaran produk;

9) berita acara hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen produk
perikanan yang akan didistribusikan/dipasarkan dalam rangka
jaminan keamanar pangain;

10) berita acara penigambilan sampel air fercemar danj/atau biota
perairan dan membawa ke laboratorium;

11) foto dan peta pencemaratl perairan;

12) berita acara pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat;

13) dekumentasi dan arsip kegiatan pemeriksaan pendahuluan;
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14) data pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka dalam buku
register;

15) data penahanan tersangka dalam buku register;

16) data perawatan barang bukti tindak pidana perikanan;

17) data penyegelan/pembungkusan dalam buku register; dan

18) Laporan kejadian.

c. Pengawas Perikanan Mahir/Pe¢laksana Lanjutan, melipuiti:

1) data dan informasi di bidang pengawasan bulanai;

2) laperan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan;

3) laporan hasil pemeriksaan dokumen SKAT dan transmiter
kapal perikanan terhadap ketentuan SPKP;

4) laporan hasil pemeriksaan dokumen KIA;

5) laporan hasil pemeriksaan dokumen KII,

6) berita acara hasil pemeriksaan tempat (sanitasi dan hygiene)
penanganan ikan di atas kapal perikanan;

7) berita acara pengambilan bahan/sampel ikan untuk
pemeriksaan kandungan bahan tambahan makanan yang
membahayakan kesehatan manusia;

8) laporan realisasi impor;

9)  berita acara pemeriksaan pelaksanaan perjanjian kemitraan
UPI dengan kapal Perikanan;

10) berita acara pengambilan sampel ikan hasil fangkapan yang
diindikasikan menggunakan bahan peledak dan/atau bius;

11) berita acara pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan
BMKT;

12) komnsep Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

13) data barang bukti tindak pidana perikanan;

14) data tindak pidana perikanan;

15) data sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan
dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana
perikanan;

16) data panggilan ahli dalam hubungannya dengan tindak pidana
perikanan;

17) data penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan;

18) data penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang
bukti tindak pidana perikanarn;
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19) data pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai
dengan inkracht; dan

20) laperan evaluasi kedatangan kapal perikanan di pelabuhan
pangkalan.

Pengawas Perikanan Penyelia, meliputi:

1) data dan informasi di bidang pengawasan triwulanan;

2) Dberita acara hasil pemeriksaan ketaatan kapal perikanan
dengan buku lapor pangkalan;

3) laperan hasil pemeriksaan peredaran ikan atau benih ikan
vang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah negara
republik indonesia;

4) laporan hasil pemeriksaan perizinan kegiatan penelitian dan
pengembarigan perikanan;

3) laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil
rekayasa genetik;

6) laporan hasil pemeriksaan jenis ikan berbahaya yang dilarang
masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayalh Negara Republik
Indonesia;

7) laporan hasil pemeriksaan jenis ikan invasive;

8) berita acara pemeriksaan dekumen perizinan pengelolaan
lingkungan;

9) laporan hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan
pulau-pulau keeil;

10) data dan informasi lokasi kawasan konservasi perairan;

11) berita acara pemeriksaan jumlah dan jenis BMKT, serta kondisi
BMKT;

12) laporan hasil pengawasan pemanfaatan BMKT;

13) laporan hasil pengawasan pemanfaatan pasir laut;

14) data resume perkara dan penyerahan berkas perkara,
tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umjuii;

15) data penerimaarn barang bukti tindak pidana perikanan;

16) laporan evaluasi ketaatan kapal perikanan;

17) laporan evaluasi data hasil tangkapan kapal perikanarn;

18) laporan evaluasi UPI sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perikanamn;
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19) laporan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang
diproses hukum/kapal yang di ad hoc; dan
20) laporan evaluasi data situasi dan report (SITREP).

2. Hasil kerja jabatan Pengawas Perikanan Kategori Keahlian setiap
jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, meliputi:

1) rencana kerja bulanan;

2) rencana ketja triwnlanai;

3) rencana kerja tahunan;

4) laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan
dan rekomendasi;

8) data dan informasi di bidang pengawasan tahunan;

6) laporan hasil pemeriksaan rekaman kamera pemantau yang di
pasang di kapal perikanan;

7) laporan  Penghentian, Pemeriksaan dan  Penahanan
(HENRIKHAN);

8) laporan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan kapal
perikanan;

9) laporan Hasil Pemeriksaan Usaha Budidaya Ikan (format
HPURI);

10) laporan hasil pemeriksaan sarana dan prasarana yang
digunakan pada usaha pembudidayaan ikan;

11) laporan hasil pemeriksaan obat ikan;

12) laporan hasil pemeriksaan Obat Tkan Kimia dan Bahan Biologi
(OIKBY);

13) laporan hasil pemeriksaan kapal angkuat ikan hidup;

14) laporan hasil pemeriksaan dokumen pengolahan dan distribusi
hasil perikanan;

15) laporan hasil pemeriksaan produk hasil pengolahan ikan
dengan Health Certificate (HC) dan Sertifikat penierapan Hazard
Analysis and Critical Control Points (HACCP);

16) laporan hasil pemeriksaan awal penyebalb terjadinya
pencemaran perairan dan menentukan lokasi pengawasan;

17) laporan hasil pulbaket di daerah yang terkena dampak

perncenararn perai rar;
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18) laporan hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan
pengelolaan lingkungan kegiatan perikanan/Unit Pengolahan
Ikan (UPI) dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

19) berita acara pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan
pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K);

20) berita acara pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan
kawasan konservasi perairan,

21) berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana yang
digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi
perairan;

22) berita acara pemeriksaan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem
mangrove;

23) laporan hasil uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan
menggunakan bahan peledak dan/atau bius;

24) berita acara pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan
penianfaatan BMKT;

25) berita acara pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan
pemanfaatan pasir laut;

26) surat-surat dan berita acara penggeledahan sarana dan
prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau
menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;

27) laporan penahanan tersangka tindak pidana perikanan;

28) laporan penyitaan barang atan dokumen tindak pidana
perikanan;

29) Surat-menyurat dan Daftar Pencarian Orang (DPO);

30) laporan perawatan barang bukti tindak pidana perikanan;

31) berita acara penyegelan barang bukti tindak pidana perikanan;
dan

32) berita acara pengamanari tersangka dan barang bukti.

Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, meliputi:

1) rencana kerja bulanan;

2) rencana kerja triwulanan;

8) rencana kerja tahunan;

4) laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan
dan rekomendasi;

5) data dan informasi di bidang pengawasan tahunar;
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6) laporan hasil analisis kepatuhan SPKP;

7) Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK)Keberangkatan,

8) Dberita acara pemeriksaan Kapal Tkan Asing (KIA) di laut;

9) laporan hasil analisa dokumen Kapal Ikan Asing (KIA) dalam
rangka Port State Measure (PSM);

10) berita acara pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KII) di laut;

11) laporan dan Beérita Acara dilakukannya tindakan lain;

12) berita acara serah terinmia kapal perikanan, tersangka dan
barang bukti;

13) laporan penanganan ikan di atas kapal perikanan;

14) laporan hasil pengawasan peredaran ikan atau benilh ikan yang
dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah mnegara Republik
Indonesia dan rekomendasi;

15) laperan hasil pemeriksaan perizinan kegiatan penelitian dan
pengembangan perikanan dan rekemendasi;

16) laporan hasil pemeriksaan pengolahan hasil perikanar;

17) laporan hasil pemeriksaan dokumen perizinan importasi ikan
setelah surat pelepasan dari karantina ikan;

18) laporan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen
perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;

19) laperan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin
penianfaatan ekosistem mangrove, dan rekomendasi;

20) laporan verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang
diduga membawa bahan peledak dan/atau bins dan
rekomendasi,

21) laporan dimulainya penyidikan;

22) berita acara pemeriksaan pendahuluan dan rekomendasi;

23) surat-surat dan berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka
tindak pidana perikanan;

24) berita acara pendapat ahli;

25) berita acara penerimaan awak kapal dan/atau barang bukti
dari penangkap;

26) laporan pemantauan penanganan tindak pidana perikanan;
dan

27) laporan Thasil analisis Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK)
Kedatangan.
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Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, meliputi:

1) rencana kerja bulanan;

2) rencana kerja triwulanan;

8) rencana kerja tahuna;

4) laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan
dan rekomendasi;

5) data dan informasi di bidang pengawasan tahtnan;

6) laporan hasil analisis tracking transuniiter;

7) laperan hasil analisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan
SIPI atau SIKPI dan rekomendasi;

8) Dberita acara hasil klarifikasi atan surat pernyvataan nakhoda
dan rekomendasi pemberian sanksi;

9) laporan hasil verifikasi pendaratan ikan;

10) laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil
rekayasa genetika;

11) laporan hasil analisa ketaatan kapal perikanan dalam hal
pendistribusian hasil tangkapan ke UPIL sebagai mitranya, dan
rekomendasi;

12) laporan hasil verifikasi data pengolahan dan distribusi hasil
perikanai;

13) laporan hasil analisis hasil sampel air tercemar/biota perairan
dengan baku miitu, dan rekoniendasi;

14) laporan hasil verifikasi pemeriksaan lapangan atas laporan
masyarakat;

15) laporan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil dan rekomendasi;

16) laporan analisis hasil uji forensik ikan dan rekomendasi;

17) laporan hasil verifikasi tipe/jenis dan kondisi BMKT;

18) laporan hasil verifikasi jenis material pasir laut yang
dimanfaatkan;

19) resume berkas perkara, berita acara penyerahan berkas
perkara, tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanar;

20) laporan penerimaan tersangka dan barang bukt tindak pidana
perikanan;

21) Dberita acara pemusnahan barang bukti tindak pidana

perikanan;
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29) laperan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan;

23) laporan hasil analisis buku lapor dan rekomendasi;

24) laperan hasil analisis suraf laik operasi kapal perikanan;

25) laporan hasil analisis produktifitas hasil tangkapan kapal
perikanan dan rekomendasi;

26) laporan hasil analisa kepatuhan UPI; dan

27) laporan hasil evaluasi coverage area pengawasan (luasan
daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).

d. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, meliputi:

1) laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan
dan rekomendasi;

2) data dan informasi di bidang pengawasan tahunan;

3) laporan hasil telaah kapal perikanan yang didiiga melakukan
pelanggaran tindak pidana perikanan, yvang di ad hoc ke
Pangkalan/Stasiun/Satwas SDKP dan rekomendasi;

4) laporan hasil kajian produktivitas hasil tangkapan kapal
perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan
dan rekomendasi;

3) laporan hasil analisa jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk
dari luar negeri ke dalam wilayali megara Republik Indonesia
dan rekomendasi;

6) laporan hasil analisa sebaran jenis ikan f{nvasive dan
rekomendasi;

7) laporan hasil analisa dampak sebaran jenis ikan invasive dan
rekomendasi,

8) laperan hasil analisa data hasil pemeriksaan kandungain bahan
tambahan pangan yang membahayakan kesechatan manusia,
dan rekomendasi;

9) laporan hasil kajian kerugian lingkungan dan ekonomi
masyarakat akibat pencemaran perairan, dan rekomendasi;

10) laporan hasil analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-
pulan kecil, dan rekomendasi,

11) laporan hasil analisa nilai ekonomi terkait kerusakan kawasan
konservasi perairan, dan rekomendasi;

12) laporan hasil analisa nilai ekonomi kerusakan ekosistem

mangrove, dan rekomendasi;
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13) laporan analisis hasil pengawasan BMKT dan rekomendasi;

14) laporan hasil analisa dampak kerusakan lingkungan yang
ditimbulkan akibat penambangan pasir laut dan rekomendasi;

15) laperan hasil evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas
terhadap proses hukum/kapal yang di ad hoc;

16) laporan Thasil evaluasi pelaksanaan penghentian dan
penieriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas,

17) laporan hasil evaluasi laporan Situasi dan Report (SITREP);

18) Laporan identifikasi/verifikasi kinerja Sistem Pengawasan
Perikanan (SIMWASKAN);

19) laporan hasil pengujian efektifitas Sistem Pengawasan
Perikanan (SIMWASKAN);

20) laporan hasil analisis terhadap hasil identifikasi dan uji
efektifitas Sistem Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN);

21) laporan Thasil kajian Sistem Pengawasan Perikanan
(SIMWASKAN);

22) laporan hasil analisis juknis/pedoman peraturan perundangaii;
dan

23) laporan hasil evaluasi coverage area pengawasan (ltasan
daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).

VL. PENILATAN  ANGKA KREDITBAGI PENGAWAS  PERIKANANYANG
MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatn unit kerja tidak terdapat Pengawas Perikanan
untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya
sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Pengawas Perikanan lain
yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan
penngasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutarn.

2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan yang volume heban tugasnya melebihi
kebutuhan jabatan Pengawas Perikanan, niaka Pengawas Perikanan
yvang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut bperdasarkan

penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan,
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3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikuit:

a. Pengawas Perikanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,
tercantum pada Lampiran [ atau Lampiran [ Peraturan Menteri
Pendayaglinaan Aparatiir Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2017.

Contoh:

Saudara Burhanuddin, S.Pi,NIP. 19790220 200203 1 001, jabatan
Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang II/d pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan
analisis Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan dengan Angka
Kredit 0,09. Kegiatan dimaksud niertipakan tugas jabatan Pengawas
Perikanan Ahli Madya/Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 80% X 0,09=
0,072,

b. Pengawas Perikanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di
bawal jenjang jabatannya, Angka Kredit yang dipereleh ditetapkan
sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap Dbutr
kegiatan tercantum dalam Lampiran 1 atau Lampiran [ Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2017.

Contoh:

Saudara Akhirudin, S.Pi, NIP. 19781210 2002111 004, jabatan
Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat T,
golongan ruang 1lI/d pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Bitung.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan Xkegiatan
memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPL/
SIKPI, SLO; SPB) dengan Angka Kredit 0,02. Kegiatan dimaksud
merupakan tugas jabatan Pengawas Perikanan Ahli Pertama/
Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 100% X 0,02 =
0,02,

www.peraturan.go.id



35 2017, No.803

VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGEKAT, PENGANGKATAN
PERTAMA, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
ditetapkan eleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan peraturan

perundang-tndangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA
1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Kategori Keterampilan melalui pengangkatan pertama harus

memenuhi syarat:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah
(SUPM)/Seckolah Menengah Kejuruan (SMIK) di bidang kelautan
dan perikanan dan paling tinggi Diplema III (DII) di bidang
kelautan dan perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang
ditentukan oleh instansi pembina;

e. mengikuti dan lulus wuji kompetensi teknis, kompetensi
manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan

f. mnilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir:

2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Kategori Keahlian melalui pengangkatan pertama harus memenuhi

syarat:

berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan meralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang

perikanan atan bidang kelautan; atau kualifikasi pendidikan lain
yang ditentukan oleh instansi pembina;

e. mengikuti dan ulus wuji kempetensi teknis, kompetensi
manajerial, dan kempetensi seosial kultural sesuai standar

kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
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f. mnilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

3. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan dari
Calon PNS.

4. Calen PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3. setelah diangkat
sebagai PNS dan telah nmiengikuti dan lulus uji kompetensi, paling
lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanarn.

5. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lama 3 (tiga)
tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional di bidang pengawasan perikanan.

6. Pengawas Perikanan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada
angka 5 diberhentikan dari jabatannya.

7. Pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Perikanan sejak menjadi
Calen PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam jabatan
Pengawas Perikanan dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.

8. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dibuat menurut centeoh formulir tercantum
dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dapat dipertimbangkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah
(SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan
dan perikanan dan paling tinggi Diploma OI (DIO) di bidang
kelautan dan perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang
ditentukan oleh instansi pembina bagi Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan Kategori Keterampilamn;

www.peraturan.go.id



37 2017, No.803

e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D1V) bidang
perikanan atau bidang kelautan, atau kualifikasi pendidikan lain
yang ditentukan eleh instansi pembina bagi Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan Kategori Keahliai;

f. mengikuti dan hilus wji komipetensi teknis, kompetensi
manajerial, dan kompetensi sosial kultural;

g. memiliki pengalaman di bidang Pengawasan Perikanan paling
kurang 2 {dua) tahun;

h. mnilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir,

i. berusia paling tinggi:

1) 33 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki
Jabatan Fungsional Pengawas  Perikanan — Kategori
Keterampilan, Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli
Pertama/Pertama dan Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan Ahli Muda/Muda;

2) S8 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya;
dan

3) 60 (enam pululi) talnun bagi yang akan menduduki jabatan
fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama bagi PNS
yvang telah menduduki Jabatan Fimpinan Tinggi.

Pengalaman di bidang Pengawasan Perikanan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 huruf g, dapat dihitung secara kumailatif.

Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, mertupakan

batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, oleh karena itu

penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan

sebelum wusia yang dipersyaratkan berakhir.

Contol:

Saudari Amalia, S.Pi, M.Sc, NIP. 19620610199403 2 001, pangkat

Pembina Tingkat [, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala

Sub Direktorat Pengawasan Penangkapan Ikan.

Apabila vang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan

Fungsional Pengawas Perikanan wuntuk menduduki Jabatan

Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, maka
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penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2016
dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir
bulan Mei 2017, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni
1962.

4. Pangkat yang ditetapkan hagi PNS sebagaimana dimaksud pada
angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang
jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4
ditetapkan dari unsur utama dai unsur penunjang,

6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak
didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan riiang, tetapi
didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambali dari
kegiatan unsur penunjang.

Contoh:
Saudara Sigit Bintore, S.Pi., M.Si., NIP. 19780408 200703 1 001,
pangkat Penata, golongan ruang Ill/c, jabatan Kepala Seksi
Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran. Yang
bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan:
Selamia menduduki jabatan Kepala Seksi Operasional Pengawasan
dan Penanganan Pelanggaran, vang bersangkutan melakukan
kegiatan antara lain:
a. Unsur uitama
1) Diklat fungsional bidang Pengawasan Perikanan sebesar S
Angka Kredit.
2) Pelaksanaan tugas Pengawasan Perikanan sebesar 25
Angka Kredit.
3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.
b. Unsur penunjang
Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang Pengawasan
Perikanan sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka
Kredit.
Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari nnsur utama dan
unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka
Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit,
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jumlah keseluruhan yakii sebesar 187 Angka Kredit. Maka Saudara
Sigit Bintoro, S.Pi.,, M.Si., diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama dengan tidak
didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke
dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dibuat menurut
contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang niertipakan
bagian tidak terpisahikan dari Peratiran Badan ini.

D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Pengangkatan dalam dJabatan Fungsional Pengawas Perikanan
melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi
manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;

b. mnilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;

2. Pengangkatan dalam Jahatan Fungsional Pengawas Perikanan
melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus
mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional
yang akan diduduki.

3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
melalui promesi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

E. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN
1. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan yang memyperoleh ijazah
Sarjana ($1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan Kategori Keahlian, dengan syarat sebagai
berikut:
a. tersedia kebutuhan wuntuk Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan Kategori Keahliai;
b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahliamn;
c. mengikuti dan Iulus wuji kompetensi teknis, kompetensi
manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar

kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
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d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
vang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Kategori Keahlian;

e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditenitukan; dan
memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
1/ a.

2. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan yang akan diangkat
menjadi Pengawas Perikanan Kategori Keahlian sebagainiana
dimaksud pada angka 1 diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana
(81)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima
persenn) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, togas jabatan, dan
pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit
dari unsur penunjang.

3. Pengawas Perikanan yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat 1,
golongan ruang [I/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana
(81)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat dalami Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan Kategori Keahlian ditetapkan terlebih dahulu
kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang [l/a.

4. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud
pada angka 1, dapat dipertimbangkan unntok diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian setelah
dinyatakan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Jabatan

Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahliain.

al

Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas PerikananKategori

Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Kategori Keahlian ditetapkan olell Pejabat Pembina Kepegawaian

dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan dJabatan

Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian.

6. Penetapan Angka Kredit perpindahan darl Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan menjadi Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian dibuat menurut
contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakar:
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

7. Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Kategori Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pengawas

Perikanan Kategori Keahlian dibuat menurut centoh formulir
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tercantum dalam Anak Lampiran 4 yvang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

F. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN
Ketentuan teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan
oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan instansi

pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

VIIL. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL
PERTAHUN, DAN SANKSI
A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Pengawas Perikanan wajih menyusun
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1
(satu) tahun berjalan.

2. SKP Pengawas Perikanandisusun berdasarkan penctapan Kinerja
unit kerja yang bersangkutar.

3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir
kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan Kinerja unit
dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat
kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan:

4. SKP dapat ditambahkan deéngan kegiatan lain yang merupakan
tarunan dari penetapan kinerja unit kerja atau atasan langsung.

5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1

harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN

1. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan setiap tahun wajib
mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan,
pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka
Kredit paling kurang:
a. 3,75 untuk Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula;
b. B untuk Pengawas Perikanan Pelaksana/Terampil,

12,5 untuk Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan

25 untuk Pengawas Perikanan Penyelia.
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2. Pengawas Perikanan Kategori Keahlian setiap tahun wajib
mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan,
pengembangan profesi; dan unsur penunjang dengan jumlah angka
kredit paling kurang:

a. 12,5 untuk Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama;
b. 25 untuk Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda;

¢, 37,5 untuk Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya; dan
d. 80 untuk Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama.

3. Target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1
dan angka 2, terdiri dari:

a. unsoar utama tidak termasuk sub nnsur pendidikan formal; dan
b. unsur penunjang.

4. Jumlah target Angka Kredit minimal seébagaimana dimaksud pada
angka 1 huraf d, tidak berlaku bagi Pengawas Perikanan Penyelia,
pangkat Penata Tingkat [, golengan ruang I11/d.

5. Jumlah target Angka Kredit minimal sébagaimana dimaksud pada
angka 2 huruf d, tidak berlaku bagi Pengawas Perikanan Ahli
Utama /Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

6. Pengawas Perikanan Fenyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang [I/d setiap talhun sejak mendudoki pangkatnya wajib
mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dart
kegiatan Pengawasan Perikanan.

7. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang [V/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya
wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua pulul lima) Angka
Kredit dari kegiatan Pengawasan Perikanan dan pengembangan
profesi.

8. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1,
angka 2, angka 6, dan angka 7 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

SANKSI

Pengawas Perikanan akan nlendapatkan sanksi disiplin apabila

pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pengawas
Perikananyang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen)
sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin

tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.
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2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pengawas
Perikananyang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima
persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan
perundang-undangan.

3. Pengawas Perikanan yang tidak dapat memperoleh target angka
kredit minimal pertahun sebagaimana dimaksud pada huruf B
angka 1, angka 2, angka 6, angka 7 diberikan sanksi.

4. Pemberian sanksi bagi Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud

pada angka 3, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

IX. PENGUSULAN,PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
A. PENGUSULANPENILAIANDAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pengawas
Perikaman disampaikan oleh Perigawas Perikanan kepada pimpinan
unit kerja atau paling rendaly pejabat Pengawas yang bertanggung
jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung
Pengawas Perikanan yang bersangkutan.

2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud padaangka 1 dengan melampirkan Daftar Usulan
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pengawas Perikanan
yang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran 5A sampai dengan Anak Lampiran 5D dan Anak Lampiran
6A sampai dengan Anak Lampiran 6D yang merupakan bagian tidak
terpisalikan dari Peraturan Badan ini.

3. Setiap usulan penetapan Angka Kredit Pengawas Perikanarn harus
dilampiri, antara lain dengan:

a. surat pernyataan melakukan kegiatan Pengawasan Perikanar,
dibuat menurut comtoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran 7 yang mierupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini;

b. surat penyataan mnielakukan kegiatan pengembangan profesi
dibuat menurut contolhh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisabhkan dari
Peraturan Badan ini;
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c. surat periyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan
tugas Pengawas Perikanan, dibuat menurut contoh formulir
tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau

d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan
fotocopy Dbukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurutcontoh formulir
tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian
tidak terpisalikan dari Peraturan Badan ini.

4. Surat pernyataan pelaksanaan Kegiatan sebagdimana dimaksud
pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.

5. Pimpinan unit kerja ataun paling rendah pejabat Pengawas yang
bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan
usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang
berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit dan dibuat
menurtit contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

6. Usulan penetapan Angka Kredit Pengawas Perikanan diajukan oleh:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada

Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris
Daerah Provinsi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya dan
Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama.

b. Pejabat administrator yang membidangl kepegawaian pada
Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal
yang membidangi Pengawdasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan Ahli
Pertama/Pertama, Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, dan
Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan
Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya

Kelantan dan Perikanarn.
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c. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal
yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan Ahli
Pertama /Pertama, Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, dan
Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian
kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan
Ahli Pertama/Pertama, Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda,
dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan
Pemerintah Frovinsi.

7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan
bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat
yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK
menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian prestasi kerja Pengawas Perikanan dilakukan 1 (satu) kali

dalan1 setahun.

Contol:

Prestasi kerja Pengawas Perikananmulai 1 Januari 2017 sampai
dengan 31 Desember 2017 harus dinilai dan ditetapkan paling
lambat bulan Januari 2018.

2. Penilaian dan penetapan Angka Kreditterhadap Pengawas
Perikanandilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

3. Penilaian dan penetapan Angka Kredituntuk kenaikan pangkat
Pengawas Perikanandilakukan 3§ (tga) bulan sebelumn periode
kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;

dan
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b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan.

4. Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan
harus dinilai secara seksama oleh Tini Penilai berdasarkan rincian
kegiatan dan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran 1 atau
Lam piran Il Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatiir Negara dan
Reformiasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017.

5. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah
dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
angka 4 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit.

6. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang
bersangkutai;

d. Pengawas Perikanan yang bersangkutan; dan

e. Pejabat lain vang dianggap perlu,

7. Penetapan Angka Kredit Pengawas Perikanan, dibuat menurut
contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM
PENILAL TIM TEENIS, DAN TUGAS TIM PENILATL
A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan, yaitu:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan
dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan
Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang [V/a
sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama,

pangkat Pembina Utama, golongan ruang [V/e di lingkungan
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Direktorat Jenderal yang membidarigi Pengawasan Surber Daya
Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan/
Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada
Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit hagi:

1) Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang IlI/a sampai dengan Pengawas
Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang [I/d; dan

2) Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang Il/a sampai dengan
Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang [IT/d;

di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana

Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanarn.

¢. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kreditbagi Fengawas
Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Pengawas Perikanan Ahli
Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori KKeterampilan di
lingkungan Provirisi,

2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat
sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membuat spesimen
tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan
tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

4. Apabila pejabat yvang Dberwenang menetapkan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak
dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang
ditentukan pada angka IX huruf B angka 3, maka Angka Kredit
dapat ditetapkan oleh pejabat lain setelali mendapatkan delegasi
atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit

atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
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5. Kepurusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak

dapat diajukan keberatan.

B. TIM PENILAI
1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan

Angka KreditJabatan Fungsional Pengawas Perikanan dibantu oleh

Tim Penilai, yang terdiri atas:

a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi Pengawas Perikanan
Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang [V/a
sampai denganPengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, pangkat
Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Direktorat
Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Unit
Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi.

b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di
bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang
membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
untuk Angka Kredit bagi:

1) Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang Ill/a sampai dengan Pengawas
Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d; dan

2) Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang [/a sampai dengan
Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1,
golongan ruang [II/d;

di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana

Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat
Pimpinan Tinggl Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit
bagi:
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1) Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang Ill/a sampai dengan Pengawas
Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang [II/d; dan

2) Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang Il/a sampai dengan
Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1,
golongan ruang III/d;

di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam hal Timi Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, maka

penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau

Tim Penilai Unit Kerja.

Pembentukan dan susunan anggota TimPenilai ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kementerian
Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat.

b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kementerian
Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja.

e. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.

.. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang

membidangi Pengawasan Perikanan, unsur kepegawaian, dan
Pengawas Perikanan.

Susunan keanggotaan Tim Penilaisebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling kurang 3 (tiga) orang anggofa.

Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka S hurof a,
paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pengawas
Perikanan Ahli Madya/Madya.

Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf
b, harus berasal dari unsur kepegawaianinstansi masing-masing:.
Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c,
paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengawas Perikanan.

Anggota Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 5

huruf ¢, paling kurang 1 (satu) orang dari tinsur BKD Provinsi.
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10. Syarat untuk menjadi anggota Tim Pernilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Pengawas Perikanan yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Kkinerja
Pengawas Perikanan; dan

c. aktif melakukan penilaian kinerja.

11. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) taliun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.

12. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara
berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 11, dapat
diangkat kembali setelah melampaui tenggang wakto 1 (satu) masa
jabatan.

13. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau
bethalangan 6 (enam) bulan atan lebih, maka Ketua Tim Penilai
dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitit’ sesuai
masa kerja yang tersisa.

14. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua
dapat mengajukan usul pengganti anggota.

15. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat
dipenuhi dari Pengawas Perikanan, maka Anggota Tim Penilai dapat
diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam
penilaian prestasi kerja Pengawas Perikanan.

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri
atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan
berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang
diperlukan.

2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran -dan pendapat
kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas
keglatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan
keahlian tertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawah kepada
Ketua Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat
kegiatan yang bhersifat kliusus atau kegiatan yang memerlukan

keahlian terteritu sebagaimana dimaksud pada angka 2.
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D. TUGAS TIM PENILAI
L. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kemernteriar
Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan Angka Kredit bagi
Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang I[V/a sampai denganPengawas Perikanan Ahli
Utamia/Utama, pangkat Penibina Utama, golongan ruang IV/e di
lingkungan Direktorat: Jenderal yang membidangi Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kemeénterian Kelautan
dan  Perikanan/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah
Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas lain vang berhubungan dengan penetapan
Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalamhuruf a.

2. ‘Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

a, membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang
Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam
menetapkan Angka Kredit bagi:

1) Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang IlI/a sampai dengan Pengawas
Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang [I/d; dan

2) Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang I/a sampai dengan
Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1,
golongan ruang [I1/d;

di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana

Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

c. melaksanakan tugas lain vangberhubungan dengan penetapan
Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a:

3. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit
bagi:
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1) Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas
Perikanan Alli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang [I1/d; dan

2) Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat
Pengatur Muda, gelongan runang II/a sampai dengan
Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1,
golongan Tuang I[Il/d;

di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

d, melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan

Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. TATAKERJATIM PENILAT DAN TATACARA PENILAIAN
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan olehMenteri
Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan instansi pembina Jabatan

Fungsional Pengawas Perikanan.

X1. KENATKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN
A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pengawas Perikanan, dapat dipertimbangkan

apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat teraklyir;

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

¢. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai
baikdalam? (dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelavtan dan Perikanan dan
Pemerintali Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Pengawas
Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c untuk nienjadi Pengawas Perikanan Ahli
Utama/Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang
IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e,
ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelalh mendapat
pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3: Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan dan
Pemerintah Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Pengawas
Perikanan Alli Madya/Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongati
ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang
IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama
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Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan dan

Pemerintah Daeral Provinsi yang menduduki jabatan:

a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang IlI/a untuk menjadi Pengatur
Muda Tingkat [, golongan ruang II/b, sampai dengan untuk
menjadi Penigawas Perikanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang I11/d; dan

b. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang [I/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat
1, golongan ruang I/Dh sampai dengan untuk menjadi Pengawas
Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Tingkat 1,
golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
Kenaikan pangkat bagi Pengawas Perikanan dalam jenjang jabatan
yang lebili tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya
telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangarn.
Contol:
Saudara Abdullah Novel, S.Pi, NIP. 19790505 200204 1 001,pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang II1/d terhitung mulai tanggal 1
April 2016, jabatan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda.
Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019,
Saudara Abdullah Novel, S8.Pi., mieniperolehh Angka Kredit kuniulatif
sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan
pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang [V/a, terhitung mulai
tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan
pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya
menjadi Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya.

Pengawas Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka

Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat

lebilitinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan

untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
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Contolh:

Saudara Bayu Pratania, S$.Pi.,, NIP. 19801016 200504 1 010,
pangkat Penata, gelongan ruang Ill/¢ terhitung mulai tanggal 1 April
2017, jabatan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda. Pada waktu
naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang Il/¢, yang
bersangkutan memperolely Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.
Adapun Angka Kredit Kumnuilatif untuk kenaikan pangkat menjadi
pangkat Penata, golongan ruang II/c yaitu 200 Angka Kredit.
Dengan demikian Saudara Bayu Pratama, S.Pi., memiliki kelebihan
10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnya.

7. Pengawas Perikanan pada tahun pertama telah memenuhi atau
melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat
dalam masa pangkat yang didudoki, pada tahun berikutnya
diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen)
Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan
Pengawasan Perikanan.

Contolw:

Saudari Kirana Armida, S.Pi.,NIP. 19800210 200403 2 001, pangkat
Penata, golongan ruang II[/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2013,
jabatan Pengawas Perikanan Ahli Muida/Muda, dengan Angka Kredit
sebesar 223.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2013 sampai
dengan 31 Desember 2013, Saudari Kirana Armida, S8.Pi, telah
mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam taliun
pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2014 telah
memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan
pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan tuang [I/d, yaitu
sebesar 303.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang
dudukinya yakni sejak 31 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret
2015 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan
ruang I[/d, Saudari Kirana Armida, S.Pi, wajib mengumpulkan
Angka Kredit paling kurang 20% x 100 = 20.

www.peraturan.go.id



s 2017, No.803

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Pengawas Perikanan, dapat dipertimbangkan
apabila tersedia kebutuhan jabatan Pengawas Perikanan dengan
ketentuan:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

¢. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

2. Kenaikan jabatan dari Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya
menjadi Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama ditetapkan oleh
Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan jabatan dari Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana
Pemula sanipai dengan menjadi Pengawas Perikanan Penyelia, dan
Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama sampai dengan menjadi
Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya ditetapkan eoleh Pejabat
Pembina Képegawaian.

4. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata
Muda Tingkat 1, golongan ruang I[I/b yang akan naik jenjang
jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas
Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang /¢ wajib
mengumpulkan sebanyak 4 (empat) Angka Kredit yang berasal dari
sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Saudari Karina Araminta, $.Pi, NIP. 19770608 199604 2 001,
pangkat Penata Muda Tingkat [, golongan ruang II/b, terhitung
mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Pengawas Perikanan Mahir/
Pelaksana Lanjutan, Angka Kredit Kumulatif sebesar 160. Pada
wakta penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumnlatif sebesar S50, dengan rincian
sebagai berikut:

a. Diklat fungsional/teknis yang = 4 Angka Kredit

mendukang tugas Pengawas Perikanat.
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b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan = 42 Angka Kredit
perikanan

¢. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil

4 Angka Kredit
penelitian  di  bidang pengawasan

perikanan yang dipublikasikan dalam

bentuk majalah ilniiah yang diakui oleh

kementerian yang bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Saudari Karina
Araminta, S.Pi., adalah 160 + 50 = 210 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Saudari Karina Araminta, S.Pi.,
telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi
sebesar 4 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti
dan lulus wji kompetensi untulk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi, vang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pengawas

Perikanan jenjang Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang IIl/c.

a

Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat 1,
golongan ruang II/d yang akan naik jerjang jabatan dan/atau
pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Perikanan Ahli
Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a wajib
mengumpulkan sebanyak ¢ (enam) Angka Kredit yang berasal dari
sub nunsur pengembangain profesi.

Contol:

Saudara Ahmad Firdaus, S.Pi. M.Si., NIP. 19800308 200304 1 002,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang I /d, terhitung mulai
tanggal 1 April 2018, jabatan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda,
Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Pada waktu penilaian bulan
Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit

Kumulatif sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut:

a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung = 6 Angka Kredit
tugas Pengawas Perikanan.

b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan = 88 Angka Kredit
perikanan
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c. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil = 6 Angka Kredit
penelitian di bidang pengawasart
perikanan yang dipublikasikan dalam
bentuk majalah ilmiali yang diakui oleh

kementerian yang bersangkutan

Jumlah kesehiruhan Angka Kredit yang diperoleh Saudara Ahmad
Firdaus, S.Pi. M.81, adalah 315 + 90 = 405 Angka Kredit.,

Dalam hal demikian, mengingat Saudara Ahmad Firdaus, S.Pi. M.Si,
telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi
sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti
dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi, vang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pengawas
Perikanan jenjang Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV /a.

Pengawas PerikananAhli Madya/Madya, pangkat Pembina Utama
Muda, gelongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan/atau
pangkat menjadi Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, pangkat
Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib mengumpulkan
sebanyakl2 (dua belas) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur
pengembangan profesi.

Contoh:

Saudara Kurniawan, S.Pi. M.Si, NIP. 19660308 199004 1 002,
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang [V/c, terhitung
mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Pengawas Perikanan Ahli
Muda/Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 720. Pada waktu
penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh
Angka Kredit Kumulatif sebesar 134, dengan rincian sebagai
berikut:

a. Diklat fungsional/ tekuis yang mendukung

10 Angka Kredit

tugas Pengawas Perikanan.

b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan
perikanan

Pengembangan Profesi

112 Angka Kredit

2
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Membuat karya tulis ilmiah hasil = 12 Angka Kredit
penelitian di bidang pengawasan
perikanan  yang dipublikasikan dalam
bentuk  buku  yang  diakui oleh

kementerian yang bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang dipereleli Saudara
Kurniiawan, S.Pi. M.Si., adalah 720 + 134 = 804 Angka Kredit,

Dalam hal demikian, mengingat Saudara Kurniawan, S.Pi. M.Si.,
telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi
sebesar 12 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti
dan lulus wji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi, vang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pengawas
Perikanan jenjang Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama
Madya, gelongan ruang IV/d.

7. Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk
kenaikan Pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagainiana
dimaksud pada angka 4 sampai dengan angka 6 tidak bersifat
kuniulatf dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan
dan/atau pangkat sebelumnya.

8. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisabhkan dari

Peraturan Badan ini.

X, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
A. PEMBERHENTIAN
1. Pengawas Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penull pada Jabatan Pimpinan Tingggi,
jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan
Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
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2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan dibuat menurut contoh formilir tercantum dalam Anak
Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badam ini.

. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pengawas Perikanan yang diberhentikan dari jabatannya karena
alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huraf
¢, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan
jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanari.

2. Pengawas Perikanan yang diberhentikan sementara sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

3. Pengawas Perikanan yang diberhentikan karena menjalani cuti
dilnar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A
angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan, apabila telah selesai menjalani cut di luar
tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

4. Pengawas Perikanan yang diberhentikan karena menjalani tugas
belajar lebih dart 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf
A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan, apabila telah selesai menjalani
tugas belajar:

5. Pengawas Perikanan yvang diberhentikan karena ditugaskan secara
penuh pada Jabatan Pimpinan Tingggi, jabatan Administrator,
jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana, dapat diangkat kembali
dalani Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsienal Pengawas
Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3
dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya
sehelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas

Perikanan.
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7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka S
dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan
dari Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan dapat ditambah
dengan Angka Kredit dari pengembangan profési yang diperoleh
selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Fengawas
Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat dilakukan
dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan
sebelum mencapai batas usia peusiun pada jenjang jabatan yang
akan didudukinya.

Contoh:

Saudara Rochman, S.Pi, M.Sc., NIP. 19581207 199103 1 001,
jabatan Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/b., Yang bersangkutan diberhentikan dari
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan -diangkat dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tferhitung mulai tanggal 1
Februari 2012,

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, maka untuk tertib
administrasi usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian paling lambat Dbulan Juni 2018, karena yang
bersangkutan lahir pada bulan Desember 1958, tanpa harus
berhenti dari jabatannya.

9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum
dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

XI. PENYESUAIAN / INPASSING DALAM JABATAN DAN PANGKAT

l.

PNS vang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 ditetapkan; memiliki
pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pengawasan
Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang, dapat
disesuaikan/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan,

dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rehant;

d. Dberijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah

(SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan
perikanan dan paling tinggi Diploma I (DIII) di bidang kelautan dan
perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh
instansi pembina bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Kategori Keterampilan;

e. Dberijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma [V (DIV) bidang
perikanan atau bidang kelautan, atan kualifikasi pendidikan lain
yang ditentukan oleh instansi pembina bagi Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;

f. memiliki pengalaman di bidang Pengawasan Perikanan paling
kurang 2 (dua) tahun; dan

g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir.

Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan

Fungsional Pengawas FPerikanan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VIII dan Lampiran X Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birekrasi Nomeor 25 Tahwun 2017.

. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya

berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing.

Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan

berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.

Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing

tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran X Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

tahun 2017, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;

b. 1 (satu) taliun sampai dengan karang dari 2 (dua) tahumn, dihitung 1
(satu) talnir;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2
(dua) tahiun;
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d. 8 (tga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung
3 (tiga) tahun; dan
e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS
vang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana diniaksud pada
angka 1, maka ©pelaksanaan  penyesuaian/inpassing harus
nienipertimbangkan kebutithan jabatan.

7. PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/
inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Périkanan terlebih
dahulu  dipertimbangkan — kenaikan  pangkatnya agar dalam
penyesuaian/ inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.

8. PNS wyang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta
menmenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peératuran perundang-
undangarn.

9. Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan, ditetapkan oleli pejabat seésuai  peraturan
perundang-undangan dan dibunat memurut contoh formulir tercantum
dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Badan ini.

10. Penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan,

harus selesai ditetapkan paling lambat akhir Desember 20 18.

XIV. UJI KOMPETENSI
Uji kompetensi bagi Pengawas Perikanan yang akan naik jabatan setingkat
lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.
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XV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan,
agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.

2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA
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S GT =

*) Caret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESTA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FIUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DARI PENCAWAS
PERIKANAN KATEGORI KETERAMPILAN
KE TDALAM PENGAWAS PERIKANAN
KATEGOR] KEAHLIAN

KEPUTUSAN
MENTER] /GUBERNUR #)
NOMOR .o,
TENTANG
PENGANGKATAN DARI PENGAWAS PERIKANAN KATEGOR] KETERAMPILAN
KE DALAM PENGAWAS PERIKANAN KATEGORI KEAHLIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/GUBERNUR *).
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ... NIP
jabaten ...... pangkat/golongan ruang ......... telah memenuhi

‘1}75;..] ét dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan Kategori Keahlian;

Mengingat L, Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Aparatir Sipil Negara,
2, Peraturan Pemerintali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawail
Negeri Sipil.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan PFungsional
Pengawas Perikanan;
4, Pératuran Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 tenfang
Petnajuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanany
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU ¢ Mengangkat
a. Nama
b, NIF
¢. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja :
Terhitiing mulai tanggal ....... dla.ngkat dalam Jahatan Fungsmnal Pengawas
Perikanan Kategori Keahlian jenjang ... dengan angka kredit sebesar ... (1)
KEDUA E ,i,,,,““,,*ﬂ
KETIGA 1 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil vang bersangku earn
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ... .
pada tanggal v
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- 68 =

TEMBU&AN

(55 D w

.

. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan®);
. Pejabat Pimpinan Tinggt Pratama yatig membidangi kepegawaian/

Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredil;
. Kepala Karitor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan®);

. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Caret yang tidak perln

)
¥ Diisi apabila ada penambahan diktnm yang dianggap perlu,
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ANAK LAMFIRAN 7

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REFUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUIC PELAKSANAAN PENBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH
MELARKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN
PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawal ini:

Nama 3 R R 5 SRR R SRR N 553
NIP N U A R Y i
Pangkat/golongan ruang/TMT ]

Unit kerja R PRGSO

Menyatakan bahws

Nams

NIP

Pangkat/golongan rueng,/TMT
Jalbatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan Pengawasan Perikanan sebagai berikut;

1 3 .

No Urajian Kegiatan Tanggal Sarue.m L“\Ilgll'lljliri]; Angkg JAuﬁnglfsl Kﬁtera‘nngain/

Hasil . Kredit s bukti fisik

Kegiatan Kredit

1 2 3 = & 15 4 8

1,

2

3.

4.

5.,

dsk

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana. mestnya.
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ANAK LAMFIRAN 8

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 20 L7

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FEMBINAAN
JABATAN FUNGEIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUEAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN FENGEMBANGAN FPROFESI

Yang bertarida tangan di bawah ini.

Nama 3 GO S TSRO
NIP T DI s s S A DSOS S A SR TS
Pangkat/golongan ruang/TMT ]

Jabatan A
Unit kerja 1 s 4 B 888 ARS8 8 88 £ A8 08 B8 1808

Menyatakan beliwe:

Nama I T SN 0 SN AN, i) S
NIP e
Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan SRR T 6 £ SRR RS G 5 SRR GRS B 5959
Unit kerja D Y A NV NN NP

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut;

i o . Satiian Jumiahi = e ey | TUEIER e ranigam
No Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Yolgrge Krfgit An gkla b ki ﬂgsik/
KRegiatan Kredit
i 2 3 4 5 6 7 &
1.
2
3.
4.
5.
dst

Demikism pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya:
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ANAK LAMFIRAN G
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
CONTOH
SURAT FERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG PENGAWAS PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGAWAS PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawal ini:

Nama
NIE
Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahws;

Nama 31 e A A S008I TN SN0
NIF B S S S 5 RS 5 5 RN R 553
Pengkat/golongan rueng/TMT ]
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang Pengawas Perikanan sebagai berikut:

Jumlah Jumlah N
= . Satuan Angka Keterangan /
No Uraian Kegiatan Tanggal . Volume ) Angka N e
Hasil ; Kredit > bukti fisik
Kegiatan Kredit
i 2 3 4 5 ] 7 8
1.
2.
3.
4.
Sh
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat diperguniakan sebagaimana mestinya.
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ANAK LAMFIRAN 10
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT FERNYATAAN
TELAW MENGIKUT] PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama R 8 8 A8 8 S 2 0
NIP e
Pangkal/golongan ruang 1 e s es 2o see T £ 08 208 S TERSSI S8 B 288

Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bhaliwa.

Nama 3 s R R O S Y S SRR SO0
NIP A I 0 AR08 30 100D AR 003 0 010
Pangkat/golongan ruang,/TMT :

Jabatan N 5 8 AR £ 8
Unit kerja 0

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Pengawas Perikanan sebagai berikut:

N e Angka Jupdlaly Keterangarn/
Woi|| Viealow Regntee | Tanggal | "y | Malwme | ooog | A08Rm | " bl etk
Kegiatan Kredit
1 2 3 4 3 6 7 8
1.,
2,
4,
5.
dst

Arasan Langsung
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ANAK LAMPIRAN 11

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUEK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

SURAT PENYAMPAIAN USULAN FENILAIAN
DAN FENETAPAN ANGKA KREDIT BAGIL
PENGAWAS PERIKANAN

Kepada_ Yth.

Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Di
‘Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-
nama Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan dan bukti flistknya, sebagai berikut:

NO

NAMA /NI

JABATAN

PANGKAT/

. UNIT KERJA
GOLONGAN RUANG

1

dst

2. Demiikian, atas perhatiannya kamii ncapkan terima kasih,

Pimpinan Unit Kerja atau paling rendah
Pengawas dibidang tata usalia
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ANAK LAMFIRAN 12
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 20 17
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
CONTOH
FENETAPAN ANGKA KREDIT

FENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR' .. cocui e

[ = Y O, Masa Penilaian;

[ | KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

Nomor Seri KARFEG

Pangkat/Golongan ruang TMT

Termnpat dan Tanggal lahir

Jenis Kelardin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditmysa:
Jabatan Funggional/TMT

N

<O || A | (8

Lama
Baru

ol =)

Masa Kerja Golongan

10 | Unit Kerja .

I | PENETAPAN ANGRA KREDIT LAMA | BARU | JUMLAHN

A | Pendidikan Sekolah

B | Angka Kredit Penjenjangan

1 | UNSUR UTAMA

a. Pendidiken dan peladhan fungsional/rekms
dibidang pengawesan perikansn serta merniperoleh
Surat Tands Tamat Pendidikan dan  Pelatilan
(STTPP)

b. Diklat fungsional/Teknis

¢. Pengawasan perikanan

Pengembangan Profesi

Jumlah Unsur Utama
2 | UNSUR PENUNJANG
Kegiatan Penunjang Pengawas Perikanan
Jumlah Unsur Penunjang
Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Pefijefijangan

1 DAPA’[‘/ TIDAK DAPATH) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN
................. / PANGERAT /GOLONGAN RUANG v o sover o sves

ASL] disampaikan dengan haormat kepada Kepala BEN Ditetapkars di . v o
Pada tanggal ... o, v v eemmnsmnn

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

2. Sekrétaris Titn Penilai vang bersangkutan:

3. Pejabal Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian/Bagian vang membidang kepegawaian yang Nama Lengkap
bersangkutan;*) NIF. .

. Pimpinan Unit Kerja vang bersangkutan:

Pengawas Perikanan yang bersangkutan; dan

. Pejabat lain yang dipandang perlu.

o B
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¥ Caret yang Hdak perlu
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ANAK LAMFIRAN 13
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 20 17
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS FERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI /GUBERNUR #)
NOMOR vvvvvrnnnsnssses s
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
MENTERI/GUBERNUR #),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pengawas Perikanan yang lowong,
Saudard ... NIF .. .ooore ... jabatan .., ... . pangkat/golongan ruang .. .
telah memenuhi syarat dan dienggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang
jabstan setingkak lebily tinggi:

Mengingar L. Undang-Undang Nomor 5 Tabhun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Talinn 2017 tentang Mangjemen Pegawai
Negeri Sipil..

3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nemor 25 Tahun 2017 tentang Jabatean Fungsional
Pengawas Perikanam:

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara: Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaen Pembifigan Jabatan Fungsional Pengawas Perikenan ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA i Terhitung mulai tanggal ................ mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a, Nama S

I). NIP i

. Pangkat/golongan ruang/TMT

d Unit kerja D sweeomm s s o

Dari Jabatan Fungsional Pengawa% Perikanan jenjang -

ke dalam

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan jenjang ........... dengan a.ngka kredit
SEDESATr 11vvivnee (P TR )

KEDUA ! s
KETIGA . Apabila dikemudian han ternyata ter dapat KPKE].U‘U&D daiam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan Kembali sebagaimana mestinyew
Asli Keputusan ini disampaikan kepada FPegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan ditndahkan sebagaimanea mestnya

‘**)

ditetapkan di ..

NIP.

TEMBUSAN:
L. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan®):
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian vang membidang] kepegawaian yang bersangkutan:®)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Karmtor Pélavanan Perbendaharaan Negara/ Kepala-Bira/
Bagian Kenangau yang hersangkntan®);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

N

Dicoret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id
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¥¥) Diisi apabila ada perambahan diktum yang dianggap perlu,
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ANAK LAMFIRAN 14
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 20 17
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI /GUBERNUR *)
NOMOR :isiiimmniniss
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER] /GUBERNUR #).

Menimbang : a. babwa berdasarkan SUrar ..o NOMIOr o vovvnren+ tANEEAl woiiar o an
perihal usulan pemberhentan dari Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
karena ... mizai|

3
. hahwa untuk tertib administrasi. perlu melakukan pemberbentan dari
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan @

Mengingat ¢ L. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 fentang Aparatur Sipil Negara;

2, Pératuran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajermen Pegawai
Negeri Sipil,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabaten PFungsional
Pengawas Perikanan;

4, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Talmn 2017 tentang
Péetinjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

MEMUTUSKAN:
Menetapkan !
PERTAMA i Terhitung mulat tanggal ....... diberhentikan dari jabaten Pengawas Perikanan:
a. Namia i 1esn omunnes YEONDSSE SSINNDOS SSIMNIASE SIUSS W
b, NIF ,
¢. Pangkat/Golongan ruang/TMT
cl. Jabatan
&, Uuit Kerja
KEDUA e s s Lt
KETIGA . Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitiingan kembali sebagaimana mestinya
Asli Keputusan ini disampaikan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestnya.
ditetapkan di .. .o v ee o
pada temggal v oo o
NIF:
TEMBUSAN :

1 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BEN yang bersangkutan®);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membicdangt kepegawaian/
Bagilan yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan:®)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelavanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Bira/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®);
5. Pgjabat lain yang dianggap perlu.

¥ Coret yang tidak perlu
=4} Tulislaly sural darl pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama. nomor surat.
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tanggal dikeluarkan surat, perihal sural pengusulan pemberhentian-dari jabatan karena ,,,
***]' Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu:
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ANAK LAMFIRAN 15
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 20 17
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTER] / GUBERNUR %)
NOMOR ..........
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

MENTERL/GUBERNUR #).
Menimbang : bahwa Saudara ...... NIF ... pangkat/golongan ruang ...... jabatan .

telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk (‘hangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan:

Mengingat . L. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintalh Nomor 11 Tahuan 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil:

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nemor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional
Penigawas Perikanan;

4, Peraturan Baden Kepegawaian Negara Nomior 22 Taliun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanany

MEMUTLUISKAN;
Menetapkan
PERTAMA ¢ Terhitung mulai tanggal .o mengangk'ﬂ kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b, NIP
o, Pangkat/golongan riang/ TMT
d. Unit kerja e A
Dalam Jdbdl‘a_[) Pengawas Per 1kanan Jenjang .. dengan angka kredit sebesar
EETIGA : Apabila dikemudian hari ternvata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Fegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimane mestnya
ditetapkan di ..,
pada tanggal
NIP.
TEMBUSAN;

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantar Regional BKN yang bersangkutan®):
2. Pejabal Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian /
Bagian yang membidangi kepegawaian vang bersangkutan:)
3. Pejabat yang herwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Bira/
Bagian Kenangan yang hersangkntan®);
. Pejabat lain yang dianggap perln.

L

*) Dicoret yang tidak pertu
**) Diisi-apabila-ada penambahan diktum yang dianggap perin.
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ANAK LAMPIRAN 16
PERATURAN BADAN KEFEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 20 L7
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN / INPASSING

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *#)
NOMOR ..o
TENTANG
PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/ GUBERNUR .

Menimbang bahwa: untik mengist kebutuhan jabatan vang lowong. Saudara ... NIP
jabatan ... .os .o pangkat/golongan ruang ..o oo telah memenuht
gyarat dan disnggap ceakap untuk diangkat dalam Jabatan Fingsional

Pengawas Perikanan melalul penyesuaian/inpassing,

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tenteng Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintall Nomor 11 Tahun 2017 tenteng Manajernen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan:

4, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawes Perikanar;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan .
KESATU . mengangkat,
a. Nama
by NIF ‘
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
o, Unit Kerja U srenn o0 semunn 2or somans oy sesa
Terhitung mulai tanggal ... disesuaikan/inpassing dalam Jabatan
Pungsional Pengawas Perlkanarn jenjang ...... dengan angka kredit sebesar ...
(. J
KEDUA I boomommeesenre s oy e eSS £ 18 TR S8 EY S LR 88 T8 $8 S ST S s #)
KETIGA i Apabila dikemudian hart ternyeata terdapat kekelituen dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitiingan Kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya,
Ditetapkan di . s
pada tanggal ...
TEMBUSAN:

1 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantar Regional Badan Kepegawaian Negara®);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama vang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutans*)
3. Pejabal yang berwenang menetapkan angka kredit
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

www.peraturan.go.id
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Bagian Keuangan yang bersangkutan®);
5. Pejabal lain yang dianggap perlo.

¥) Cloretyang Hctak perlu.

=*) Diisi apabila ada penambahai diktum vang dianggap petlu:

2017, No.803
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ANAK LAMFIRAN 1
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 20 17
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
KEPUTUSAN
MENTERI / GUBERNUR *)
NOMOR iiciiniiiinis
TENTANG
PENGANGKATAN FERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR #).

Mentmbang @ a, hahwa Saudara ... .« NIP . . pangkat/golongan ruang - ~
telali memenuhi syarat dan dlanggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan;
. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu
mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan '

Mengingat . WUndang-Undang Nomor & Tahun 20 14 tentang Aparatur Sipil Negara,
. Peraturan Pemerintahh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mangjemen Pegawai
Negeri Sipil.

3. Peraturan Menteri Peandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional
Penigawas Perikanan;

4, Pératuran Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan ;

MEMUTUSKAN:

W -

Menetapkan

KESATU : Calon Penigawas Perikanan dibawah ini:
a. Nama !
b, NIP
c., Pangkat/golongan riang/TMT
d, Unit ketja .
Terhitung mulai tanggal ........ dlansokat dalam Jabatan F“ngmrmal Pengawas
Perikanan jeajang ........ . dengan angka kredit sebesar ... (i)

KETIGA ¢ Apabila di kemucdian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan cdiadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahken sebagaimana mestinya.

Ditetapkan o v v,
pada tanggal o .

TEMBUSAN!
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regianal BKN yang bersangkutan®|;
‘2, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan®)
3. Pejabat vang berwenang menetapkan angka kredit:
4 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaliaraan Negara/Kepala Bira/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®);
5. Pejabat lain yarg dianggap perlu.

¥ Coretyang tictak perlu
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¥ Diisi apabila ada penrambalan diktum yang dianggap perlu,

ANAK LAMPIRAN 2

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONE STA
NOMOR 22 TAHUN 20 17
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

KEPUTUSAN FENGANGKATAN TFER-

PINDAHAN DAR! JABATAN LAIN KE

DALAM  JABATAN  FUNGSIONAL

PENGAWAS PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR #)
NOMOR ..o
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ......... .o.ow.. NIP
Ve v Jjabatan v e pangkat/golongan ruang ..o telah
memennhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabaten
Fungsional Pengawas Perikanan melalui perpindalian dari jabatan lain:

Mengingat ¢ L Undang-Undang Nomor § Taliun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Talinn 2017 tentang Mangjeinen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan;

4, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanasan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan ;

MEMUTUSKAN;
Menetapkan
KESATU . Mengangkat:
a. Nama A X M W
. NIP D I TR TS —
¢. Pangkat/golongan ruang/TIMT & ...ooveeviiimmr e s
d. Unit kerja e e 1 -
Terhitung mular tanggal ... diangkeat dalam Jabatan Fungsional Pengawes
Perikanan jenfemg ... dengan angka kredit sebesar ..o (o]
KETIGA . Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan Kembali sebagaimana mestinyew
Asli Keputusan inidisampaikan kepada Pegawal Negeri Sipil yang bersangku tan
untuk diketahui dan diindalikan sebagaimansa mestinya.
Ditetapkan di
pada tanggal
TEMBUSAN: o
1 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkntan®);

2, Pejabal Pimpinan Tinggi Pratama yang membidang kepegawaian/

Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan:®)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

« Kepala Kantor Pelavanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Bira/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®);

sw
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5. Pejabat lain yang dianggap periu.
¥ Ceret yang tidak perlu
) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FPEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FERIKANAN
CONTOH
PENETAPAN ANGEKA KREDIT PERPINDAHAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL PFENGAWAS
PERIKANAN KATEGORI KETERAMFILAN KE
DALAM JABATAN FUNGSJONAL PENGAWAS
PERIKANAN KATEGOR! KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR ..o
LEESTATISE 11 vnann cnn ors vor vo wnnvennnsann oo Masa. Pemilaiaf; ... oo vvusvuin o o ver s
I | KETERANGAN PERORANGAN
1 | Nama
2 | NIP
3 | Nomor Seri KARPEG
4 | Pangkat/Galongan ruang TMT
5 | Tempat dan Tanggal lahir
6 | Jenis Kelamin
7 | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
8 | Jabatan Fungsional/ TMT ]
9 | Masa Kerja Galongan } 1"321;1'? ‘I
10 | Unit Kerja i |
I | PENETAPAN ANGEA KREDIT VM Tearu | gumas | TUMUAH

A | Pendidikan Sekolah 100 =
B | Perclehan Angka Kredit dari:
1 | UNSUR UTAMA

a, Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang 65%

pengawasdn perikanan serta memperaleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

b. Pengawasan perikanan 65%
¢. Pengembangan Profesi 65%
Jumlah Unsur Utama
2 | UNSUR PENUNJANG X
Kegiatan Penunjang Pengawas Perikanan X
Jumlah Unsur Penunjang X
Jumlah keselurnhan angka kredit dari Unsur Utama
{diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi) ditambeh X X X (A+B1)

angka kredit dari Pendidikan Sekolah
[T | DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FIUNGSIGONAL

PENGAWAS PERIKANAN JENJANCH ..vvveseee PANGEKAT/GOLONGAN RUANG..
ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN Ditetapleart di. w owvmmmi i

Tembusan disampaikan kepada:
1, ‘Sekretaris Tim Penilai yang bersangku fan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama vang membidangi
kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang Nama Lengkap
bersangkutan:®) BEPY cuniniicainan s doiraniansitinintasanats a6 v
3. Pejabal yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Pengawas Perikanafn vang bersangkutan: dan
5. Pejabal lain yang dipandang perlu,

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN SA

2017, No.803

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGAR

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUE PELAKSANAAN PEMB
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIK#

CONTOH
DAFTAE USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN TTINGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DATTAR USULAN PENETAFPAN ANGKA KREDIT
JAPATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERTKANAN PEMULA/PELAKSANA PEMULA
Nomor

TINSTANST : s by iauiesiigrinttiss igulvantesg jauiintesg MASA PENILATAN

Tahmin...

NO

KETERANGAN PERORANGAN

Nama

W

NIP

w

Nomor Serd Kartu Pégawai

b

Pem pat- dan Tanggal Lahir

wr

Jenis Kelamin

o

Pendidikan yvang diperhitungkan angka kreditnya

~¥

Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

o]

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

16

UnitKerja

NO

UNSUR YANG DINILAT

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR. SUB UNSUR DANBUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL

TIM PENII

LAMA | BARU | JUMLAH

LAMA

BARU

2 3 4 A

6

Z

PENDIDIKAN

A, |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah fgelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh fjazah /gelar

L. |[surmM/sMK/Diploma 1

2, |Diplema IIT

B, |Pendidikan dan'pelathan eknis /fungsional di bidang pengawasan
perilkanan dan memperolels surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
(STTPP) atan sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis /fungsional di bidang
pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat
peiididilean dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat

Lamatya 961 jam atau lebih

Lamanya antara 641 s.d 960 jam

Lamanya antara 481 s.d 640 jamn

Lamanya antara 161 s.d 480 jam

Lamanya antara 81 s.d 160 jam

Lamanya antard 3¢ s.d 80 jam

Sl E2 ES e S P

, |Lamanya lebih kecil dari 20 jam

C, |Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

lPsndidjkan dan' pelatihan Prajabatan tingkat {1

PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN

A |Persiapan Kegiatan Pengawasan

Menyiapkan bahan penynsunan réncand kerja kegiatan pengawasan
terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Bulanan
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I [ |Mengum pulkan data dan informasi di bidang pengawasan

B |Pengawasan usaha penangkapan ikan
1, |Melakukan kegiatan identifikasi Kapal Perikanan
2. |Melakukan kegiatan identifikasi Alat Penangkapan Tkan (API) dan
Alat Banth Penangkapan Ikan
3, |[Melakukan kegiatan penghitungan yjumlah ikan hasil tangkapan
sesual dengan jenis Alat Penangkapan Tkan (APT)
UNSUR YANG DINTLAT
o ANGEA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN.EUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENI
LAMA | BARU | JUMLAF.| LAMA | BARU
4 2 3 4 5 6 7
4. |Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesnaian mesin kapal perikanan
dengan dokumen
€ |Pengawasan Usaha Pembudidayaan Tkan
1, |Melakulean kegiatan pendavaanusaha lyudidaya (kerambay
kolam /tamb ak). jeris ikan dan lokasi usaha bhudidaya
2. |[Melakulkan kegiatan pemeriksaan terhadap penggiinaan tenaga kerja
usaha budidaya
D |Pengawasan Usala Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan:
Melakukan kegiatan identifikasi jenis darn jumlah ikan yang
didistribusikan
E |Pengawasan Pemanfaatan Kaweasan Konservasi dan Keanekaragaman
(Hayari
Melakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan yang diduga
membawa bahan peledak dan/atau bius
I |PENGEMBANGAN PROFESI
A |Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan
1. |Membuat karya talis fkarya ilmiah hasil penelitian; pengkajian di bid
survey dan evaluasy di'bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan:
a. |Dalam bentuk buleu yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
B, |Palam majalah ilmialr yang diakui cleh LIPI
2, [Membuat karya tulis/karya ilmizh hasil penelifian, penglkajian,
survey dan evaluasy i bidang pengawasan perikanan yang tidak
dipublikasikan
a. |Dalam bentuk Buka
ty Dalam benhulk Makalab
3, |Membuat karya hilis /karya ilmish berupa tinjanan atan nlasan
{imyah dengan gagasan sendiri dibidang pengawasan perikanarn
vang dipublikasikan
a, |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
digdarkan'secara nasional
I3, |Dalam majaldh ilmialy yang diakui oleh LIPI
4, [Membuat karya talis /karyailmiah berupa finjanan atan dlasan
ilmiah dengan gagasan sendiri di bhidang pengawasan perikanan yang
tidak dipublikasikan
a, |Dalam bentuk buku
bh. |[Dalam bentnk makalah
5, |Membuat tulisan ilmiah populerdi bidang pengawasan perikanan
yang disebarluaskan melalui media massa
6. |Menyampaikan prasaran berupa tinjanan. gagasan dan atan ulasan
ilmyah di bideng pengawasan perilcanan pada pertemuan ilmiah
B, |Penerjemahan/ penyadnran buku dan bahan-bahan lain di bidang
[pengawasan perikanan
1. |Menerjemahkan /menyadur di bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan dalam bentuk:
a, |Dalam bentuk bulsn yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
h. |Palam majalah imial yang diakui oleh Instansi yang
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2. | Menerjemahkan /menyadur di bidang pengawasan perikanan yang
tidak dipublikasikan dalam bentuk:

a, |Dalam bentuk buleun

1, |Dalam bentuk makalah

3. |Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan petikanan yang

dimuat dalam penelitian

. |Penyusunan buku pedoman/ketentnan pelaksanaan /ketentnan feknis di

hidang pengawasan perikanan

1. |Menyusun dan atau menyempurnakan kelcnhsn pelaks siasn
(staudar) bidang pengawasan perikanan

2. |Menyusan dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan

perikanan:

3, |[Menynsun dan atau menyermpurmakan petunjuk teknis bidang
pengawasan perikanarn

JUMLAH UNSUR UTAMA I SDTII

UNSUR YANG DINILAT

ANGKA KREDIT MENURUT

NO
UNSUR. SUB UNSUR DANBUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENII
LAMA | BARU | JUMLAH| LAMA | BARU
7 2 3 7 5 [ 7
[V |PENUNIANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

A

Pengajar/pelatih di bidang pengawasan perikanan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatiian dibidang
pengawasan perikanar

Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi dibidang pengawasan

perilanan

1 |Mengikmti seminar/lokakarya sebagai:

a |Pemrasatan

b |Pembahias/maoderator/narasumber

¢ |Peserta

2 | Mengikuti delegasi ilmiah sebagai;

a |Ketua

b |Anggota

Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesy sebagai;

a |Ketua/Wakil Ketua

b |Anggota

. |Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggora Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan

. |Memperoleh fanda penghargaan/tanda jasa

Tanda penghargaan /tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:

a |30 (tiga puluh) tahun

b |20 (dua puhih) talmn

¢ |10 {sepuluh) tahan

. |Memperoleh jjasah pendidikan lainnya

Memperoleh ijazali yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:

| Diploma 10

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Diceret yang tidak perln

V' |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

Surat pernyataan melakukan kegiatan ...

Surat pernyataan melaknlan kegiatam v.....

Surat pernyataan melakulkan kegiatan ...

Surat pernyataan melaknkan kegiatan pengembangan profesi
Surat pernyataan melakukan kegiatan penanjang

dan seterusnya

AR

NIP.

VI |Catatan Pejabat Pengusul :

4. dan setemisnya

S

{ jabatan)

(nama pejabal pengusal )

NIP.
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VII [Catatan Anggota Tim Penilai :

4, dan seterusnya

( Nama Penilai 1 )

NIP,

{Nania Penilai IT)

NIF,

VII|[Catatan Ketua Tim Penilai:

dan seterusnya

Ketna Tim Penilai,

(Nama )

NIP.
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CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERTKANAN

DAFTAR USULAN PENFTAPAN ANGKA KREDIT

ANAK LTAMPIRAN 5A
PERATURAN BADAN KEPEGAWATAN NEGARA
REPUBLIK [INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JARATAN FUNGSIONAL FENGAWAS PERIKANAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PEMULA /PELAKSANA. PEMULA

Nemor:

INSTANSI = v iy Snesiamediss sl d MASA PENILAIAN !
Bolan :. a/d Buolan..
NG KETERANGAN PERORANGAN
1. | Nama
2. | NIP
3; | Nomor Seri Kartn Pegawai H
4. | Tempat dan Tangpal Lahir 5
5; | Jenis Kelammn H
6, | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7. | Jabatan Pengawas Perikanan / TMT
. | Masa Kerja golongan lama
Masa Kerja golongan baru
10. | Umit Kerja
UNSITR YANG DINILAI
o ANGEA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 &
1 |PENDIDIKAN
A. |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah /gelar
Mengikuti Pendidikan'se kolah dan memperoleh ijazah/gelar
1. |SUPM/SMK/Diplama I
2. |Diploma 1T
B. |Pendidikan dan pelatihan teknis /fungsional di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh sural tanda ramar pendidikan ¢an pelatilian
(STTPP) atau sertifikat
Mengikuti pendidikan dan pelatiban teknis /fitngsional di bidang
pengawasan perikanan dan memperoleh siurat tanda tamat
pendidikan dan pelatiban (STIFF) atau sertifikat
1, |Lamanya 961 jem atau lebih
o, |[Lamanya antara 641 s.d 960 jam
3, [-amanya antara 481 s.d 640 jam
4, |Lamanya antara 161 s.d 480 jam
5, |Lamanya antara 81s.d 160 jam
6. [Lamanya antara 30's.d 80 jam
7. |ramanya lebib kecil dari 30 jam
C., |Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan
Mengikuti pendidikan dan pelatiban prajabatan
[Pendidikan dan pelaiihan Prajabatan tinglkat I
I |PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN
A |Persiapan Kegiatan Pengawasan
Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan
terhadap pengelolaan sumber dayd kelautan dan perikanan
Bulanan
IMengumpquan data dan micrmasi di bidang pengawasan
B |Pengawasan usaha penangkapan ikan
1. |Melakukan kegiatan identifikasi Kapal Perikanan
2, |Melakukan kegiatan identifikasi Alat Penangkapan Tkan (API) dan Alat
Bantu Penangkapan Tkan
3, |Melakukan kegiatan penghitungan jumlah'ilean hasil rangkapan
sesuial dengan jenis Alat Penangkapan Ikan (API)
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UNSUR YANG DINILAI

ANGEKA KREDIT MENURUT

NO .
UNSUR, SUB UNSUR DAN.BUTIR KEGIATAN INSTANSI FENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 Z 3 4 5 6 7 5

4, |Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian mesin leapal perilcanan
dengan dokumen

C |Pengawasan Usaha Pembudidayaan' Ikan

1. |Melakukan kegidtan pendataan usaha budidaya (keramba /
kolam ftambak), jenis ikan dan lokasi usahabudidaya

2. |Melakikan kegiatan penreriksaan terhadap penggunaan tenaga kerja
usalia hudidaya

D |Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan
Melakukan kegiatan identifikasi jenis dan jumlah ilkan yang
didistribirsilean

E |Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman
Hayati

Melakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan yang diduga
raembawa ahan peledak dan/atau bius

i |PENGEMBANGAN PROFESI

A |Pembuatan karya tulisfkavya ilmiah di bidang pengawasan: perikanan:
L. |Membliat karya tilis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian di bid
survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan;

a, |Dalam bentulk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b, |Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
Membuat karya fulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,
suivey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak
dipublikasikan

[&]

a Dalam heotul Bukn

b |Calam benpilk Malealal

3. |[Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjanan atautlasan
ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasaf perikanan yang
dipublikasikan

a, |Dalam bentul: buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

B, |Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPT
4. |Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atan ulasan
ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang
tdak dipublikasilean

a. |Dalam bentuk bukun

b, |Dalam bentitk makalal
5. |Membuat trlisan ilmish populer di bidang pengawasan perikanan
yang (isebarlnaskan melalni media massa

6, |Menyam paikan prasaran berupa tinjanan, gagasan dan atan ulasan
ilmiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmiah

B. |Penerjemahan/ penyaduranbuku dan bahan-bahan lain di bidang
pengawasan perikanan

1, |Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan dalam bentulk:

a, |Dalam bentuls buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. |Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang,

2, |Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan petikanan yang
tidak dipublikasikan dalam bentuk:

4. |Dalam bentuk bukn

), |Dalam benrul: makalah

3. |Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan perikanan yang,
dimuat dalam penelitian

¢, |Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di
bidang pengawasan perikanan

L. |Menyusun dan atan menyem purnakan ketenivan pelaksanaan
(standay) bidang pengawasan perikanan

2: |Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan
perikanan

3. |Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang
pengawasan perilkanan

JUMIAH UNSUR UTAMA ISDI1




2017, No.1803

-90-

UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

NO
UNSUR. SUB UNSUR DANBUTIR KEGIATAN INSTANSIPENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARIT | JUMLAH
iy 2 3 4q 5 6 % &
IV |[PENUNJANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

A,

Pengajar/ pelatih di bidang pengawasan perikanan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang
pengawasan perilcanan

Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di hidang pengawasan
perikanan

—

Mengilouti seminar/lokakarya sebagai;

a

Pemrasaran

b

Pembahas /nioderator/narasumber

T

Feserta

2 |Mengilkuti delegasi ilmiah sebagai:

a

Ketna

b

Anggota

. |Keanggptaan dalam vrgarisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:

a

Ketua/Wakil Ketna

b

Anggota

Keangpotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan

. |Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa

Tanda penghargaan /tanda jasa Satya Lencana Karya Satyz:

a

30 (tiga puluh) tabun

b

20 (daa puluh) tahun

€

10 (sepuluh) tahun

. [Memperoleh ijasab pendidikan lainnya

Memperoleh ijazal yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya;

Diploma IIT

JUMIAH UNSUR PENUNJANG:
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/dibawah %)
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2

i

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
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¥ Dicoret yang tidak perlu

V |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

2. Surat pemyataan melaknkan kegiatan ... ...

3. Surat pernydtaan melakukan kegiatan ...

4. Surat pe_lﬁya_taan melaknkan kegiatan pengembangan profesi
5. Burat pernvataan nielakukan kegiatan penunjang

6, danseternsnya

NIE

VI |Catatan Pejsbat Pengusul :

SR

4. dan seterusnya
[ jabatan )

(hama pejabat pengusul )

NTP.
VII |Catatan Anggota Tim Penilai :
1, eperen
By wwnun
3,
4, dan seéterusnya
| Natna Penilai 1 )
NTE
(Nama Penilai II')
NIP

VIII|Catatan Ketua Tim Penilai :

4., dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIE
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ANAK LAMPIRAN 5B
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMGR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
CONTOH
DAFTAR'USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGICA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL /PELAKSANA

Nomor!
IIFSTADNIST cecosn:von osa:smom vm oo o cecsin von 0is a3 00 10 €13 MASA PENILAIAN :
Bulan ..o s/d Bulam, a o Talum e oo

NG KETERANGAN PERORANGAN

1. | Nama

2. |NLP

3. | Nomor Seri Kartu Pegawai J

4. | Tempat dan Tanggal Lahit

5 | Jenis Kelamiin 4

6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya H

7. | Jabatan Pengawas Perikanan [ TMT

8. | Masa Kerja golongan lama H

9. | Masa Kerja golongan baru

10: | Unit Ketja

UNSUR YANG DINILAIL
NG ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAT
1AMA | BARU | JUMLAH | TAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 3 i &

T |PENDIDIKAN
A. |Pendidikan'sekolah dan memperoleh fjazah/gelar
Mengikrti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah /gelar

1. |suPM/SME/ Diploma 1

2. |Diploma 111
B, |Pendidikan dan pelatihan teknis/hingsional di bidang pengawasan
perikanan dan mem perolel surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
(STTPP) atau sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan eknis /fungsional i bidang
pengawasan perikanan dan mempereleh Surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan (STTPP) atan sertifikat

Lamanya 961 jam atan lebih

-

Lamanya antara 541 s.d 960 jam

Lamanyarantara 481:s.d 640 jam
Lamanya-aiitara 161s.d 480 jam
Camanya antara 81 s.d 160 jam

S

Lamanya antara 30 s.d 80 jam
. |Lamariya lébih keail dar 30 jam
€. |Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
|Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat I
I |PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN

PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN

~io e

A |Persiapan Kegiatan Pengawasan
Menyiapkan bahan penynsunantencana kerja lkegiatan pengawasan
terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Triwitlanan
]Mengumpu_llmn data dan informasi di bidang pengawasan
B |Pengawasan usalia penangkapan ikan

1. |Melakukan kegiatan identitikasi tkafi hasil tangkapan kapal
petikanan

2. |Melaknkan kegiatan pemeriksaan kesesuaian AP] dengan dokiimen
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NO

UNSUR YANG DINILAL

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM FENITAL

LAMA

JUMLAH

2

3

BARU | JUMLA LAMA | BARU

4

5 53 7

&

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan

1. |Melaknlkan kegiatan identifilkkasi dokumen perizinan nsaha perikanan
budidaya

2. |Melakulan kegiatan identifikasi sarana dan prasarana yang
digunakan dengan izin nsaha pembndidayaan ikan

3. |Melakulkan kegiatan identitikasi ohat dan pakan ikan:

4. |Melakulan kegiatan identifikasi penggunasn Obar Ikan Kimia dan
Bahan Biologi (OIKB)

Pengawasan Usaha Pengoelahan dan Distribusi - Hasil Perikanan

1. |Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis Usaha Pengolahan Tkan. jenis
produk yang dihasilkan ¢lan wempat pemasaran Produk

2, |Melakulean kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen preduk
perikanan yang akan didistribusikan/dipasarkan dalam rangka
jaminan keamanan pangan

Pengawasan Pencemaran Perairan

1. |Melakukan kegiatan pengambilan sampel air tercemar dan/atan
biota perairan

=4

. | Melakulcan kegiaran pendaraan dan pendokumentasian kondisy
pericemaran perairan

Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulan-Pulau Kecil

Melakulean pemeriksaan lapangan ‘atas laporan masyarakat

. |Tindak Lanjuthasil pengawasan

sehagai Anggota Tim Pengadministrasi Penyidikan.

L. |Melakukan kegiatan pengambilan gambar dan mengarsipkan
dalam rangka pemeriksaan pendahulnan

2, |Melakukan kegiatan pengadministrasian proses pemeriksaan
saksi-salksi dan tersangka ke dalam buku register

3. |Melakukan kegiatan pengadminisirasian proses penahanan
rersangka ke dalam buku register

4, |Melakulean kegiatan pengadminisirasian perawaran barang
bukii tindak pidana perikanan

5. |Melakukan kegiatan pengadministrasian
penyegelan/pembungkusan ke dalam buku register

6. |Melakukan kegiatan pengawalan tersangka dan. barang bukti
tin¢dlak pitlana perikanan sebelium diseralikan kepada PPNS di
UPT Pengawasan SDKP

PENGEMBANGAN PROFBSI

A

Pembuatan karya tnlis /lkarya ilmialy di bidang pengawasan perikanan

L. |Membuat karya talis /karya ilmiah hasil penelitian. pengkajian di bid
survey dan evalnasi di bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan:

a, |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b, |Dalam majalahb ilodah yang diakui oleh LIP]

2. |Membuat karya rulis /karya ilmial liasil penelitian, pengkajian,
survey dan evaluasi i bidang pengawasan perikanan yang fidak

A, Dalawm beapuk Buka

b, |Dalam bentik Makaldh

3. |Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjanan atan alasan
ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan sevara nasional

b, |Dalam majalah ilodah yang diakui oleh LIP]

4, |Membuat karya tulis/larya‘ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang
tidak dipublikasilcan

a. |Dalam bentuk bulku

b, |Dalam bentuk makalah

5. |Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan perikanan
yang discbarluaskan melalui media massa

G, |Menyampaikan prasavan berupa tinjauan, gagasan dan atay ulasan
itmialu di bidang pengawasan perilkanan pada pertem uan ilmiah
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UNSUR YANG DINILAL

ANGKA KREDIT MENURUT

NGO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | .JUMLAH
1 2 3 4 5 [ ‘ 8
B, |Penerjemahan/ penyaduran buky dan balian-bahan lain di hidang
pengawasan perilkanan
L. |Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan dalam bentul;
a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan sevara nasional
b, |Dalam majalab ilmiah yang diakui pleh Instansi yang berwenang
2. |Menerjemahkan /menyadur di bidang pengawasan perikanan yang
tdak dipublikasikan dalam bentuk:
a, |Dalam bentuk buku
bi |Dalam bentuk makalah
3. |Membuat abstrak tilisan ilmialy bidang pengawasan perikanan yang
dimtiat dalam penelitian
€. |[Penyusunan buku pedoman/ke tenfuan pelaksanaan/ketentnan teknis di
hidang pengawasan perikanan
L. |Menyusun dan atan menyem purnakan ketentuan pelaksanaan
(standar) bidang pengawasan perikanan
2, |Menyusun dan arau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan
3, |Menyusun dan aran menyempurndkan petunjuk elems bidang
perigawasan perikanan
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD I
IV |PENUNJANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

A, |Pengajar/pelatih di bidang pengawasan perikanan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan dibidang
pengawasan perikanan

B. |Peran serta dalam seminar/lokakavya/ konferensi di bidang pengawasan
perilcanan

1 |Mengikuti seminar/lokakarya sebagai;

a |Pemrasatan

b |Pembahas/moderator/narasumber

¢ |Peserta
2 |Mengikiti delegasi ilmial sebagan:

a |Ketua

b |Anggora

€. |Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:
a |Ketoa/Wakil Ketma
b |Anggora

D. |Keangpotaan dalam Titn Penilat

Menjadi anggota Tim Penilai Kinetja Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan:

E. |Memperoleh tanda penghargaan ftanda jasa

Tanda penghargaan /tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:
a |30 (tiga puluh) tahun
b |20 (dua puluh) tabun
o |10 (sepukliah) rahun
F: [Memperoleh fjasah pendidikan lainnya
Memperoleh jjazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:

| Diploma 111

JUINMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegintan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

* Dicoret yang tidak perln
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V |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

6, dan seternstya

L. ‘Surar pernyataan melakukan kegiatan
2. Surai pernyataan melakukan kegiatan ..., .
3, Surat pernyataan melakukan kegiatan
4
5

. ‘Borat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
. Surat pernyataan melakokan kegiatan penunjang

NIE.

VI |Catatan Pejabat Pengusul :

4. dan seterusnya

{ jabatan')

(mama [)ejaba! pengusul )
NIP.

VII |Catatan Anggota Tim Penilai :

4. dan seterustiya

| Nasia Penilai T )

NIP,

(Nama Penilai 1I)

NIP.

VIHI|Catatan Ketua Tim Penilai :

4. dan seterusmya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP,
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CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERTKANAN

ANAK LAMPIRAN 5C
PERATITRAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK [INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JARATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MAHTR/PELAKSANA LANJUTAN

Nomor;
DISTEALBT = gy iavtionniss etesiazranteisi iavteantis o MASA PENILAIAN ¢
Bolan .. woaf/d Bolan..
NG KETERANGAN PERORANGAN
1. | Nama
2. | NIP

3 | Nomor Seri Karto Pegawai

4. | Tempat dan Tanggal Lahir

5y | Jenis Kelammn

6, | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. | Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8, | Masa Kerja golongan'lama

Masa Kerja golongan baru

10. | Umit Kegga

UNSTIR YANG DINILAT

NO

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGEKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU | JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

b

4

5

[¢]

rd

8

1 |PENDIDIKAN

A

Pendidikan sekolah dan memperaleh ijazah /gelar

Mengikuti Pendidikan se kolah dan memperoleh jazah/gelar

1. |[SUPM/SMK/Diploma I

2. |Diploma IIT

Pendidikan dan pelatihan teknis /fungsional di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh sural tanda ramar pendidikan dan pelatilian
{STTPP) atau sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatiban teknis /fitngsional di bidang
pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat
pendidikan dan pelatiban (STTPP) atau sertifilaat

iy

Lamanya 961 jam atau lebih

]

Lamanya antara 641 s.d 960 jam

Lamanya antara 481 s.d 640 jam

Lamanya antarz 161 sl 480 jam

Lamanya antara 81s,d 160 jam

gla|H|e

Lamanya antara 30's.d 80 jam

7. |bamanya lebih kecil dari 30 jam

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan:

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

IPendidikan dan pelatihan Prajabatan tingleat [I

I |PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN

Persiapan Kegiatan Pengawasan

Menyiapkan bahian penyusiinan rencana keyja kegiatan pengawasan
terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Bulanan

1. |Melakukan pengolahan data dan micrmasi di bidang
pengawasan

2. |Menganalisa data dan informasi di bidang pengawasan

Pengawasan usaha penangkapan ikan

1. |Melakukan kegidtan pemeriksaan dokumen SKAT dan keaktifan
transmiter terhadap ketentuan Sistem Pemantacan Kapal Perikanan

(SPKP)

15}

. [Melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Tkan Asing (KIA)
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UNSUR YANG DINILAI

ANGEKA KREDIT MENURUT

UONSUR: SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSL PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMIAH | LAMA | BARU | JUMLAH
] 3 4 3 6 Z &

3. |Melakukan kegiatan pemeriksaan Rapal Ikan Indonesia (KII)

4. |Melakukan kegiatan pemeriksaan tempat (sanitasi dan Hygiene)
penanganan ikan di atas kapal perikanan

C. |Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hesil Perikanan

1, |Melakukan kegiatan penyiapan bahan/sampel ikan untuk
pereriksaan kandungan bahan tambahan makanan yang
membahayakan keschatan mamsia

2, [Melakukan kegiatan menitoring kesesuaian surat ijin pemasukan
hasil perikanan (knotaumpor) yang dimiliki UPI dengan realisasi
jumlahiikan yang telah diimapor

3, |Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjanjian
kemitraan UPI dengan kapal Perikanan )

D. |Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman

Melakukan kegiatan pengambilan sampel ikan hasil tangkapan vang
diindikasikan menggunakan hahan peledak dan/atav bins

E. |Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan
pasirlaut

Melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan
PMET

T, |Tindak Lanjut hasil pengawasan

1. |sebagai Ketua Tim Pengadministrasi Penyidikan

a. |Melakulkan penyiapan konsep Surat Perimtah Dimulainya
Penyidikan (SPDP)

b |ielakukan kegiatan pengadministrasian barang bukti tindak
pidana perikanan

¢, |Melakukan kegiatan pengumpulan data tindak pidana

. |sebagai Anggora Tim Pengadminisirasi Penyidikan

'S

a, |Melakukan kegiatan pengadministrasian sarana dan prasarana
perikanan yang diduga diganakan dalam atau menjadi tenrpat
melakukan tindak pidana perikanan:

b, |Melakukan kegiatan pengadministrasian pemanggilan ahlj
dalam hinbungannya dengan tndak pidana. perikanan

¢, |Melakukan kegiatan pengadministasian dalam rangka penyitasn
arang atau dokumen tinidak pidana perikanan

d, |Melakukan kegiaran pengadministrasian dalam rangka
|penerimaan dan penelitian awak kapal dan [fatau barang bukti
tindak pidana perikanan

e, [Melakikan kegiatan moniforing pelaksanaan persidangan
tindak pidang perilcanan sampai dengan inkrach

G. |Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan
Melalaikan kegiatan evaloasi data kedatangan kapal perilanan di
pelabulian pangkalan

PENGEMBANGAN PROFESI

A |Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan

1. |Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian di bid
swrvey dan evaloasi di bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikarii

a, |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan

diedarkan secara nasional

b. |Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

, |Menibuat karya wmlis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,
suvey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak
dipublikasikan

B Dalawm henpulk Bulan

I Dalam beotule Makalaly

3, |[Membuat karya wmlis /karya ilmiah berupa tinjauan arau ulasan
ilmiah:dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan

12

a, |Dalam bentule buku yang diterbitkan dan

diedarkan secara nasional

h. |Dalam majalah ilmiah yang diakuioleh LIPI

4, [Menbuar karya wlis /karya ilmiah berupa tinjanan arau ulasan
ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perigawasan perikanan yang
tidak dipublikasikan

Dalam bentule buku
b, |Dalam bentulk makalal
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NO

UNSUR YANG DINILAI

ANGEA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN.BUTIR KEGIATAN

INSTANSI FENGUSUL

TIM FENILAL

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

2

3

4

5

6

7

i

5, |Membuat tulisanilmish populerdi bidang pengawasan perikanan
yang disebarluaskan melalui media massa

6; |Menyam paikan prasaran berupa tinjavan. gagasan dan atau ulasan
ilmiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmiah

Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang
pengawasan perikanarn

1. |Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan petikanan yang
dipublikasikan. dalam bentulk:

a, |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b |Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang,

[

Menerjemahkan /menyadur di bidang pengawasan perikanan yang
tidak dipublikasikan dalam bentulk:

a. |Dalam bentnlk bukn

Iy, |Dalam bentulk makalah

3

o« |[Membuat abstrak tolisan ilmiah bidang pengawasan perikanan yang
dimuat dalam penelitian

Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/keterituan teknis i
bidang pengawasan perikanan

L. |[Menyusun dan atan menyem putnakan ketentuan pelaksanaan
(standar) bidang pengawasan perikanan

2u |Menymsun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan
perikanan’

&

Menymsun dan atam menyempurnakan petunjik teknis bidang
pengawasan perilanan

JUMIAH UNSUR UTAMA I SD 111

PENUN.JANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

A,

Pengajar/pelatih di bidang pengawasan perilecanan

Mengajar /mvelatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang
pengawasan perilkanan

Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di hidang pengawasan
perikanan

—

Mengileuti semminar/lokakarya sebagai:

FPemrasaran

b |Pembahas /mioderator/narastumber

¢ |Peserta

2 |Mengiluti delegasi ilmiah sebagai:

a |Ketna

b |Anggota

. |Keanggotaan dalam arganisasi profesi

Menjadi anggota nrganisasi profesi sebagai:

a |Retua/Wakil Ketua

b |Anggota

;. |Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjacdi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan

Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa

Tanda penghargaan /tanda jasa Satya Lencana Karya Satys:

a |30 (tga puluh) tabhun

b. |20 (dua puluh) tahnn

¢ |10 (sepuluh) rahun

Memperoleh ijasah pendidikan lainoya

Memperoleh ijazalt yang tidak sesuai dengan bideng rugasnya;

Diploma IIT

JUMLAH UNSUR PENUNJANG:
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah %)

1 2 3 4

i
o)l
=
e

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*). Dicoret yang, tidak perliu
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatamn .......

2. Surat pernvataan melakukan kegiatan ...

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

Surat pelﬁyaj;aan melaknkan kegiatan pengembangan profesi
Surat pernystaan melaknkan kegiatan penunjang

o w o

dan seternsnya

NIP.

Catatan Pejabat Pengusul :

4. danseterusnya

{ jabatan )

(hama pejabat pengusul )

NIP.

Catatan Anggota Tim Penilai :

4. dan séterusnyva

( Nama Penilat 1 )

NTP

(Namea: Penilat 1)

NIP

Catatan Ketna Tim Penilai :

4. dan séterusiva

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIE
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ANAK LAMPIRAN 5D
PERATITRAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOEMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JARATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERTKANAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JARATAN FUNGSIONAL PENCAWAS PERIKANAN PENYELIA

Nomor;
OSTTABEST = sivsonnis sivteonis wisraves vty i MASA PENILAIAN !
Bulan cov. o.osf/d Bolan..,
NO KETERANGAN PERORANGAN
1. | Nama
2. |NIP
3; | Nomor Seri Kartn Pegawai
4. | Tempat dan Tangpal Lahir
5; | Jenis Kelamin H
6, | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya g
7. | Jabatan Pengawas Perikanan / TMT
&, | Masa Kerja golongan lama
Masa Kerja golongan' baru
10, | Unit Kerga
UNSUR YANG DINILAI
i ANGEA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DANBUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
7 il 3 ] 35 s 7 I

1 |PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dan memrperoleh ijazah/gelax
Mengikutl Pendidikan sekolah dan memperoleli ijazah /gelar

1. |SUPM/SMEK/Diploma I

2, |Diplema III
B, |Pendidikan dan pelatihan teknis /fungsional di hidang pengawasan
perikanan dan memperoleh sural tanda tamat pendidikan dan pelatihan
(STTPE) atau sertifikat '

Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis /fitngsional di bidang
pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan (STTPP) arau sertfilzal

1, |Lbamanya 961 jam atau lebik

2, |Lamanya antara 641 sid 960 jam
3, |Lamanys antara 481 s.d 640 jam
4, |[amanya antara 161 §.d 480 jam

5. |[Lamanya antara 81 s.d 160 jam

6, |Lamanya antara 30's.d 80 jam

7. |Lamanya lebil kecil dari 30 jam
€. |Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
Pendidikan dan pelatiban Prajabatan tngkat 11

II |PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN

A |Persiapan Kegiatan Pengawasan

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan
terhadap pengelolaan sumber daya Kelautan dan perikanan
Triwulanan

Melakukan pengolahian data dan informasi di pidang
pengawasan

B, |Pengawasan usaha penangkapan ikan

Melakukan kegiatan pemetiksaan letaatan kapal perikanan dengan
buku lapor pangkalan

€. |Pengawasan Usaha Pembudidayaan [kan

1. [Melakukan kegiatan pemeriksaan peredaran ikan atau benil ikan
yang, dilavang/ dilindunigi keluar/masuk Wilayah Negara Republik
[ndonesia




2017, No.1803 _104-

UNSUR YANG DINILAI

NE

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAL

LAMA

BART

JUMLAR

LAMA

BARU

JUMLAH

2

3

]

5

[

7

8.

2. |Melakukan penreriksaan perijinan kegiatan penelitian dan
pengembangan perikanan dengan izin yang dimilila

3, |Melakukan pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil
rekayasa genetik dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan
al

4. Nielakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan berbahaya yang dilarang
imasuk dari lnar WPP-NEI ke.dalam wilayah Negara Republik
Indonesia

5. |Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan invasive

), |Pengawasan Pencemaran: Perdivan

Melakuakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokinmen perizinan
pengelolaan lingknngan (AMDAL. UKL-UPL) kegiatan perikanan

E. |Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulan-Polan Kecil

Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan
pulau-pulan kecil

T, |Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman
Hayati

Melakulkan kegiatan identifikasi dan ivertacisasi lokasi kawasan
konservasi perairan

G, |Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan:
pasir laut

1, |Melakukan kegiatan penghitungan jiumlah dan jenis BMKT, serta
emeriksa kondisi BMET

2. |Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan BMKT

3. |Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan pasir laut

H, |Tindal Lanjut hasil pengawasan

sebagai Ketua Tim Pengadministrasi Penyidikan

1, |Melakukan kegiatan pengadministrasian resume perkara dan
peniyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti tindak
pidana perikanan ke pada jaksa penuntut umum

=

Melakukan kegiatan pengadministrasian penerimaan barang
bukti tindak pidana perikanan

L. |Analisis dan Bvatuasi hasil pengawasan

1. |Melakukan kegiatan evaluasi data buku lapor ketaatan kapal
perikanan

15

. |Melakukan kegiatan evaluasi data hasil tangkapan kapal perilcanan

3. |Melakukan kegiatan evalnasi data UPI sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan-di bidang perikanan

4. |Melakukan kegiatan.evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang
diproses lnikum/kapal yang di ad hoc

5. [Melakukan kegiatan evaliasi data Sitmasi dan Report (SITREP).

PENGEMBANGAN PROFESI

A |Pembuatan karya tnlis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan

1, [Membuat karya rulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian di bid
survey dan evaluasi di hidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan!

a. |Dalam bentuk buku vang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

Iy, |Dalam mayalah itmial yang diakui oleh LIPI

2. |[Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, perigkarian.
survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak
dipublikasikan

a, |Dalam berntuk Buku

b, |Dalam bentuk Makalah

3i |Membtuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan

4. |Dalam bentuk bukn yang diterbitkan dan
diedarkan secars nasional

h. |Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

4., [Membuart karya rulis /karya ilmiah berupa tinjanan atan tlasan
ilmiah dengan gagasan Sendiri di bidang pengawasan perikanan yang
tidak dipublikasikan

a, |Dalam bentul buku

Iy, |Dalam bentuk makalal
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UNSUR YANG DINILAI

ANGEKA KREDIT MENURUT

NO .
UNSUR, SUB UNSUR DAN.BUTIR KEGIATAN INSTANSI FENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
i 2 3 4 ) [l v 5
5. |Membuat rulisanilmiah populerdi bidang pengawasan perikanan
yang, disebarluaskan melalui media massa
6. |Menyam paikan prasaran berupa tinjavan. gagasan dan atau ulasan
ilmiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemman ilmiah
B, |Penerjemahany penyaduran buiku dan bahan-bahan lain di bidang
pengawasan perikanan
1. |Menerjemahkan fmenyadur di bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan dalam bentuk:
4. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secars nasional
b. |Dalam majalah ilmial yang diakui oleh Instansi yang berwenang
2. |Menerjemahkan /menyadur di bidang pengawasan perikanan yang
tdak dipublikasikan dalam bentuk:
a, |Dalam bentuk bulku
b. |Dalam bentuk makalaly
3. |Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan perikanan yang
dimuat dalam penelitian
¢ |Penyumsunan bulal pedoman /ketentuan pelaksanaan/ketentnan teknis di
bidang pengawasan perikanan
1, |[Menyusun dan atau menyempurnalkan ketentuan pelaksanaan
(standar] bidang pengawasan perikanan
2. |Menyusun dan atan.menyempurnakan pedoman bidang pengawasan
3. |Menyusun dan atan mienyempurnakan petunjule teknis bidang
pengawasan perkanan
JUMTLAH TUNSUR UTAMA I SD I
IV |FENUNJANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

A,

Pengajar/ pelatih di bidang pengawasan perikanan

Mengajar/melatily pada pendidikan dan pelatilian di hidang
pengawasan perikanan

. |Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di hidang pengawasan

perikanan

-

Mengikuti seminar/lokakarya sehagai:

a |Pemrasaran

b. [Pembahas /moderator/narasumber

¢ |Peserta

2 [Mengikatl delegasi ilmiah sebagai:

4 |Ketua

b |Anggota

. |Keanggotaan dalam ergamsasi profesi

Menjacdi anggota organisasi profesi sebagai:

a |Ketua/Wakil Ketua

b. |Anggota

Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi angeota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas
Périkanan.

Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa

Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:

a |30!(tiga puluh) tahun

b |20 (¢hua pululi) rahun

¢ | L0 (sepuluh) tahun

. |Memperolel ijasaly pendidikan lainnya

Mempetoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tngasnya:

| Diploma IIT

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah %)

1 2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

%), Dicoret yang tidak perlu
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1, Surat pernyataan melakukan kegiatam .......
2. Surat pernvataan melakukan kegiatan ...
3. Surat pernyataan melakukan kegatan ......

Eal

Suratf permyataan melaknkan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6, dan seternsnya

NIP.

Catatan Pejabat Pengusul :

4. danseterusnya
( jabatan )

(hama pejabat pengusul )

NTP.
Catatan Anggota Tim Penilai :
i
Bl wanans
3. e
4, dan seterusiva
( Nama Penilat 1 )
NIP
(Nama: Penilai II)
NIP

VIII|Catatan Ketna Tim Penilai :

4, dan seterusinva

Ketuna Tim Penilai,

({Nama )

NIE.
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ANAK LAMPIRAN 64
PERATITRAN BADAN KUPLGAWATAN NEGATRA
REFUBLIK INDONESIA

NOMGR 22 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIGNAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR DSTILAN PENETAPAN ANGEKA KREDIT
JABATAT FTINGSIONAL PENGAWAS PERTEANAN AHLI PERTAMA /PERTAMA

INSTANS] |

Nomor:

MASA PENILAIAN ::
Bulan .o s/d Bolan.. o Tahu.... .

KETERANGAN PERCRANGAN

L. | Nama

NIe

Nomor Seri Kartn Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Pendidikan yang diperhitnngksn angka kreditnya

2
3
4,
5 | Jenis Kelamin
3
7

Jabaran: Pengawas Perikanan / TMT

8. | Masa Kerja golongan lama

9, | Masa Kerja golongan bam

10. | Unit Kerja

DUNSUR YANG DINILAT
] ANGEA KEEEDIT MENURUT
DNSUR, SUR UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN NSTANST PENGUSTL TIM PENILA]
LANMRA | BART | JUMLAH | LAMA | BARD | JUMLAH
K = e 4 & & Fal &

[ |PENDITHEAN

A. |Pendidikan sekolah dan mempercleh ijazah/gelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dan oleh jjazah/gelar
L. |Doktor (S3)
2. |Magister (82)
3 |Sarjama (S1)
B. |Pendidikan dan pelatihan teknis/fu al di bidang p:

(STTPP) atan sertifikat

petikanian dan memperoleh surat tands tamatl pendidikan dan pelatihan

Mengikuti pendidikan dao pelatihan telnis /fungsional di bidang
pengawasan perikanan danmemperoleh surat tanda tamar
pendidikan dan pelatihan (STTPP) ataw serrifikat

|. |Lamanya 881 jam atau lehih

2. |Lamanva antara 641 s.d 960 jam

3. |Lamanya antara 451 s:d 6540 jam

4. |Lamanya antara 161 s.d 480 jani

5. |Lamanya anvara 31 s:d 160 jam

6 |Lamanya antara 30 .5.d 80 jam

7. |Lamanya lebih kecil dart 30 jam

C. |Pendidikan dan Pelatihan PraJabatan

lMecugiknﬁ pendidikan dan pelatihan prajabatan.

| [Pendidilian dan pelatihan Prajabatan tingkat I

PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN

Tl |PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN DALAM RANGEKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN

A. |Persiapan Kegiatan Pengawasan

'Tahunan sekb

L. |Menyusur 't kerja kepi 7

Anggata

&

2. |Menyigpkan hahan penyusunarn tencena kerja kegiatan pengawasan
terhadap pengelolaan stunber daya kelautan dan perikanan

4, |Bulanan

[Mmyuslr_r\ rencana kega sebagai Anggota

b |Triwulanan

1) [l\ll_enyumm yenoana Kerja sebagat Anggota

ONSTTR YANG TINILAT
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ANGEA KREDIT MENURUT

UNSUR. SUB UNSUR DATY BUTIR KEGIATAN INSTANSI FENGUSTIL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
= 3 4 s = = =
¢. |Tahunan

1) |Menyusun rencana kerja sebagai Anggata
2) |Melakukan analisa data dan informasi di bidang

pengawasan.
3l |Melakukan pengolahan data dan informasi dibidang
pengawasan
B, |Pen; Usaha Peuangh Tkan
1. |Melakul kegi P ik hasil rekaman kaméra pemrantan

di atas kapal perikatan

2. |Menangkap. menahan dan menthawa kapal dan/atau orang yang
diduga atau patut didugs melakukan tindak pidana perikanan

3, |Memeriksa kesesuaian doknmen operasi kapal perikanan (SIPIfSIEPL,

SLD. SPB)
C. |Pengawasan Usaha Pembudidaysan Ikan
L. [Melakukan kegi ) riksaan } 1an dolumen perizinan

nsaha perikanan budidays yang terdiri dari SITP dan Tanda
Pendaftaran Tsaha Pembudidayaan Ocan (TPUPL/ Tanda Pendattaran
Kapal Pengangknt Ikan (IPKE)

2. |Melakulkan kegi pemeriksaan kesesudian sarana dan prasarana
yang diganakan dengan ijin nsaha pembudidayaan ikan

3: |Melakukan kegiatan. pemreriksasan kesesuatan gbat dan pakan ikan di
Toko /Agen /Depo/Distributor/ Produsen obat dan Pembudidaya Tkan.
dengan daftar obat ikan yang terdafiar/teregistrasi di KKP

4. |Melakukan Kegiatan pemerilksaan kesesuaian penggunaan Chat [kan
Kinria dan Balian Biologi (OTKB) yang direkom endasikan olel Titjeu
Perikanan Budidaya

5. |Melakukan kegiatan pemeriksaan kapal angkutikan hidup sesuai
dengan pelabuhan muat/simggah yang: tercantum dalam. STKPL

. |Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan

T Telenot

T. [Melakukean Eegiatan
dar distribusi hasil parilanan
2. |Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian produlk rasil
pengolahian ikan dengan Health Gerfificcde (HC) dan Sertifikat
penerapan Hazard Analysis and Critical Cordrol Points (HACCP)

dokumen pengolalian.

=

Pangawasan Pencemaran Perm.ra_u

1 |Melakukan pemeriksaan awal penyebab terjadinys pencenraran
perairan dan menentukan lokasipengawasan (lokasi pengam bilan
sampel air/biota)

2. |Melakukan kegiatan pengumpulan balan dan keterangan [Pulbaket)
di daerah yang texkens dampak pencemaran peraivan

3, |Melakukan kegiaten pentesiksaan kesesusian dokumen perizmean
pengelolaan lingkungan kegiatan perikanan /TPl dengan pelaksanaan
pengelolaan lingkungan

F. |Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Melakukan kegiatan pemresiksaan kesesuaian dokmmnen perizinan
kegiatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kegil (WP3K)
sesuai dengan rencana zonasi yang ditetapkan

G, |Peng: P nfantan I Konservam dap Keanekaragamen
Hayati

1, |Melakukan kegiatan pentesiksaam kesesusian zin: pemanfastan
kawasan konservasi perairan

2; |Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prazarana
vang digunskan untuk kegiatan: pemanfastan kawasan konservasi’
3. | Melakukan kegintan penreriksanm b ian an dengan,
pelaksanaan pemantaatan ekosistem marngrove

4. |Melakukan uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan
menggunakan bahan peledak dan/atan bius

H. |Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMET) dan
pasiclaat

1. |Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesudian dokumen perizinan
pemantzatan. BMKT

2. | Milakukan Kegiatan. pemredt Yomestatan ok o=

pemantaatan pasir laut
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TNSTTR YANG DINILAT

TJNSTJR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGEA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSTIL

“TIM PENILA]

LAMA

BARU

JUMLAH

LANMA

=

El

=

L=

=

-

Tindal: Lanjut hasil pangawasan.

sebagai Angpata Lim Penyidikan Tindak Pidena Persikanan

L |Melakukan kegiatan penggeledshan terhadap sarana dan
prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau
menyadi tempat mrelakukan. tindak pidana perikanan.

2. |Melakulan Kegiatan penahanan terhadap tersangka tindalk
ptdana perikanan

3. |Melakukan penyitaan terhadap barang atau dokumen findak
pidana perikanan

4. |Melakukan proges admimistrasi untul: tepsangka tindak prdana
parikanan yang hilang atau melarkan diri

5. |Melakukan kegiatan perawatan terhadap barang bukti tindak
pidana perikanan

6 |Melakukau kegiatan penyegelan/pembungkusan dan
mengadministrasikan barsng bukti tindak pidans perfikanan

7 |Melakukan kegiatan pengamanan tersangka dan barang bukti
undak pidana perikansan sebelnm diseralikan kepada PENS di
UPT Pengawasan SDKP

1Ii* |PENG EMBANGAN PROFEST

A |Pembuatan karya tulis/karva ibmiah di bidang pengawasan perikanan

1

Membuat karya tolis /karya ilmiah hasil genelitian. pengkajian.
survey dan evaluasi di bidang pengawasan gerikanan vang
dipublikasikan:

a. |Dalam bemtuk bukw yang diterhitlean dan
disdarkan secara nasional

b, |Dalanr nrajalah flmialy yang diakuioleh LIET

| Membuat karva tulis/ karya ikmiah hasil penelitian. pengkajian.

survey dan evahrasi di bidang pengawasan gerikeman vang tidal

&, | Dalsn hertok bukn

b. |[alam bentuk makalah

Menrbuat karya tnlis fkarya ilmiah berupa tinjauan atau ulagan
ilmial dengan gagasan sendin di bidang pengawasan pearikanan
yang dipublikasikan

2. |Dalam bentuk bukuw yang diterhitlean dan
diedarkan secara nasional

Iy |Dalam majalah iloriah vang diakuoi oleh LIPI

Menrbuat karya tulis fkarya ilmiah beérupa tinjauan ataun ulagan
ibmiah dengan gagadan sendiri di hidang pengawasan perikdnan yang
tidak dipublikasikan:

a. |[alam bentuk buku

b- |Dalam bentuk makalah

. |Membuat tulisan ifmiah populer di bidang pengawasan perikanan

yang disebarluaskan melalui media massa

. |Menvampaikan prasaran berupa tinjauan. gagasan dan atan ulasan:

flmiah di‘bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmiah

B. |Penerjemshan/ penyaduran buku dan bahan-hahan lsin di bidang
‘pengawasan perilianan

. |Menerjemalikan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang

dipublikasikan dalant bertuls;

@ |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedatkan secara nasional

b |Dalam majalah flmiah yang dialtui oleh stanst yang

: |Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan pefikanan yang

tidak dipubliliasikan dalam hentuk:

a. |[alam bentuk bulku

b |Dalam bentuk makalah

. |Menrbuat abstrak tulisan ilmidh bidang pengawasan perikanan yang

dimuat dalain penslitian

€ |Penyusunan bukn pedoman/ketentuan pelaksanaan /ketentnan teknis di
hidang pengawasan perikanan

Menyusun dan atan menyempuroakan ketentuan pelaksarraan
(stendar) bidang pengawasan perikanan

Menyusun dan atan memnyem purnakan. pedoman: bidang pengawasan:
perikanan

BARU' | JUMLAH
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DNSUR YANG DINILAT
ANGEA KREDIT MENURUT
TTNSIIR. SUB UNSUR AN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILA
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
F) B 4 = = =
3. |Menyusun dan atan menyempurnakan petunjuk tekais hidang

pengawasan perikanan:

JUMLAH UNSUR UTAMA [ 8D TIT

PENUNJANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

A. |Pengajar/ pelatih di bidang pengawasan perikanan

Mengajar /melatib pada pendidikan dan pelatiban di bidang
pengawasan. perikanan

B. |Peran serta dalant seminar/lokakarya/ konferensi di bideng penigawasan
perikanan’

L |Mengikuti senrinar/lokakarya sebaga:
& |Pemrasaran
b |Pembahas/moderator/narasnmber

¢ [Peserta

2 |Mengikuti delegasi iluriah sehagai:
a [Ketua
b |Anggota
e san dalam org: i profest

Menjadi anggota organisast profesi sebagat:
a_|Eetua/Wakil Ketua
b |Aug'gvota

I |Keanggotaan dalam Tim Penilai

Mergadi anggota Tim Pedilai Kinerja Jabatan Tungsionsl Pengawas
Perikanan

<

[Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa

Tanda penghargam [tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:
o |20 (rga pubull) taboe

20 fdua pulull) tahmn

¢ (10 [sepuluh) tahun

o

F. |Memperoleh ijasah pendidikan lainnya.

Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:
I |Doktor (S3)
2. |Magistar (S2)
3. |Sarjansa [S1)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiaran jenjang jabatan diatas/di bawah *)

L

2

o

>0

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

# Dicoret yang tidal perlu
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V |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

. Surat pernyataan melakukan kegiatari .
Surat pernyatagn melakukan kegiatan .......
Surat pernyataan melaknkan kegiatan ... ....
Surar pernyatasn: melakulkarn kegiatan pengembangan profesi

BT

Surar pernyataan: melakulkarn kegistan penonjang
dan séterusnya

f=

VI |Catatan Pejabat Pengusul :

L
2
4, dan setsrusnya

(nama pejabar pengusul)

( jabatan )

NIP
VII (Catatan Anggota Tim Penilai :
L.
2,
4 dan séterusnya
{ Nama Penilai [ )
NIP

[Naniz Perilai 11 )

NIP,

VIII|Catatan Ketma Tim Penilai :

L.
P
4. dan seterusnya

Ketua Tim Perilai,

(Nama )
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CONTOR
DGAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

-114-

ANAK LAMPIRAN 6A

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN-AHLI PERTAMA/PERTAMA

Nombr!
INSTANST ¥ aivoinaanion avieisissidins diii MASA PENILAIAN
Bulan i s/d Bulan o TatiIn e

NO KETERANGAN PERORANGAN

1. | Nama

2. | NLP

3, | Nomor Seri Kartu Pegawai

4. | Tempat dan Tanggal Lahir

@

Jenis Kelamin

6. | Pendidilzan yang diperhitungkan angka kraditnya

7. | Jabatan Pengawas Perikanan | TMT

8. | Masa Kerja golongan lama

9, | Masa Kerja golongan baru

10. | Unit Kerga

UNSUR YANG DINILAT
NO ANGEA ERETAT MENTTRUT
UNSTUR, 8UB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANST PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | TAMA | BARU | JUMLAH
i 2 3 ElR 3 (2] re 8
1 |PENDIDIKAN
A, |Pendidikan sekolaly dan memperolely fazah /gelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah /gelar

1. | Dokt (S3)

2, [Magister (82)

3, [Sanana (81)

Pendidikan dan pelathan reknis /fungsional di bidang pengawasan
perikanan dan‘mem perolel surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
(STTPP) atau sertifikal

Mengiknti pendidikan dan pelatihan teknis /fungsional di bidang
pengawasan perikanan dan memperolelr sural tanda tamat
pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat

Lamanya 961 jam: atay lebih

13

Lamanya antara 641 s.d 960 jam

Lamanya antara 481 s.d 640 jam

Lamanya antara 161 s.d 480 jam

|

9

Lamanya antara 81 s.d. L60 jamn

Lamanya antara 30 s, 80 jam

el b

. |Lamanya lebily kecil dart 30 jam

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan

Mengikuti pendidikan dan pefatihan prajabatan

I]’eudxdikaﬂ dan pelatihan Prajabatan tinglat T

1T

PEN

PER

GAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN
UNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN

A,

Persiapan Kegiatan Pengawasan

i

Meuyusun rencana Ketja kegiatan pengawasan Tahnnan sebagai
Anggota

« |Menyiapkan bahan penyusinan rencana kerja Kegiatan pengawasan

erhadap pengelolaan sumber daya kelantan dan perikaran

a: |[Biulanaa

|Menyusun rencana kerja sebagai Anggora

b, |Triwulanan

1) |Meuyusu;n rencana kerja sebagai Anggota
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UNSUR YANG DINILAT

ANGEA KREDIT MENURUT

UNSUR, 8UB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANST PENGUSUL TIM PENILA]
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
5 2 4 5 6 e 8
¢. |Tahunan

1) |Meavusun rencana kerja sebagai Anggota

2) |Melakukan analisa data cdan informasi di bidang
pengawasan

3) |Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang
pengawasarn

B. |Pengawasan Usaha Penangkapan Tkan

1. |Melaknkan kegiatan pemeriksaan hasil rekaman kamera pemantau di
atas kapal perikanan

2

. |Menangkap, menahan dan membawa kapal dan /arau orang yang
didnga atan panit didnga melakukan tindak pidana perikanan

3, |Memeriksa kesesnaian dokumen operasi kapal perikanan (SIP1/SIKPI,
SLO, SPB)

¢, |Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan

1. |Melaknkan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen periginan
isaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda
Pendaftaran Usaha Fembudidayaan: lkan (TPUPI)/Tanda Pendattaran
Rapal Pengangkut Tkan (TPKF)

15

. |Melaknkan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana
vang digupakan dengan ijin usaha pembodidayaan ikan

3, |Melakiikan kegiatan pemeriksaan kesesuaian obat dan pakan ikan di
Toko/Agen/ Depo/Distributor/ Produsen obat dan Pembudidaya Ikan
dengan daftar obat ikan yang terdaftar/teregistrasi di KKP

4. |Melaknkan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penggunaan Obat kan
Kimia dan Bahan Biclogi (OIKB) yang direkomendagikan oleh DBitjern
Perikanan Budidaya

5. |Melaknkan kegiatan pemeriksaan lapal angknt ikan hidup gesuai
dengan pelabiihan muat/singgah yang tercantum dalém STKPI

D, |Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan

1. [Melaknkan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokiimen pengelahian
dan distribusi hasil perikanan

2. |Melaknkan kegiatan pemeriksaan kesesuaian produk hasil
pengolahan ikan dengan Health Certificaze (HC) dan Sertifikar
penerapan Hazard Analysis and Critical Conirol Points (HACCP)

E. |Pengawasan Pencemaran Perairan

1. [Melaknkan pemeriksaan awal penyebab terjadinya pencemaran
perairan dan menertukan lokasi pengawasan (lokast pengambilan
sam pel air/biota)

. [Melaknkan kegiatan pengumpntan batian dan keterangan (Pulbaket)
di daerahy yang terkena dampalk pencemaran perairan

2

3. |Melaknkan kegiatan pemeriksaan kesesiraian dokimen perizinan
pengelolaan lingknngan kegiaran perikanan/UP] dengan pelaksanaan
pengelolaan lingkungar

F. |Pengawasan Pemanfaatan Pesisu dan Pulau-Pulau Keeil

Melaknkan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan
kegiatan pemanfaatan Wilayah Pesisic dan Palan- Pulau Kecil (WP3K)
sesual dengan tencana zonasi yang ditetapkan

5]

« |Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman

Hayati

1. [Melaknkan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin pematitaatan
kawasan konservasi perairan

2. |Melaknkan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana
yang dignnakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi

3. |Melaknkan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin dengan
pelaksanasn pemanfaatan ekosistem mangrove

4, | Melaknkan uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan
menggnnakan bahan peledak dan/atan bius

H. |Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMET) dan
pasir laut

1. |Melaknkan kegiatan pemeriksaan kesestuaian doknmen perizinan
pemanfaatan BMKT '

2. |Melaknkan kegiatan pemeriksaan kesesuaian delkuymen perizinan
pemanfaatan pasir laiit
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UNSUR YANG DINILAT

UNSUR, S8UB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGEA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENG USUL

TIM PENILAT

LAMA

BARU | JUMLAH | LAMA

BARU

JUMLAH

3

]

A (]

v 3

3

I [Tindak Lanjot hasil pengawasan

sebagai Aniggota Tim' Penyidikan Tincdak Pidana Perikanan

1. [Melakukan kegiatan penggeledahan terhadap sarana dan
prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atan menjadi
tempat melakukan tindak pidana perikanan.

1

Melakikan kegiatan penahanan terhadap tersangka tindalk
pidana perikanan

3: [Melakukan penyitaan terhadap barang atau dekumen tindak
pidana perikanan

4, |Melakukan proses administrasi untuk fersangka tindak pidana
perikanan yang hilang aten melarikan diri

&

Melakukan kegiatan perawatan terhadap barang bukii tindak
pidana perikanan

6. |Melakukan kegiatan penyegelan/pembungkusan dan
i mengadministrasikan barang bukti tindak pidana perikanan

7. |Melakukan kegiatan pengamanan tersangka dan barang bukti
tindak pidana perikanan sebeluni diserahkan kepada PPNS di
UPT Pengawasan SDKP

PENGEMBANGAN PROFEST

A |Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanarn

Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey
dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan;

a, |Dalam bentuk bukn yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b, |Dalam ‘majalah-ilmiah yang diakui oleh LIPI

o |Membirat karya tolis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, siurvey

dan evaliast di bidang pengawasan perikanan yang ridak

2y

a, |Dalam bentuk huki

b, |Dalam bentnk makalah

Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa finjanan atan ulasan ilmiah
dengan gagasan senditi di bidang pengawasan perikanan yang
dipublilcasikan

a, |Dalam bentnk bukn yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. |[Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPT

Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
dengan gagasan sendin di bidang pengawasan perikanan yang tidak
dipublikasikan

4, |Dalam bentnk bukn

b. |Dalam bentink makalah

&

Membuattulisan ilmiah populer di bidang pengawasan perikanaf
yang disebarfuaskan melalui niedia massa

o |Meuyampaikan prasaran bernpa tinjanan, gagasan dan atan nlasan

ilmiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmah

B. |Penerjemahean/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di'bidang

pengawasan perilcanan

L

Menerjemabkan /menyadur dibidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan dalam bentuk!

a, |Dalam bentuk bular yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b, |Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang

. |[Menerjemahkan /menyachir di bidang pengawasan perikanan yang

tidak dipublikasikan dalam bentuk:

a, |Dalam bentnk bukn

b |Dalam hentok makalah

. [Membiat abstrak tulisan-ilmiah bidang pengawasan perikanan yang

dimurat dalam penelitian

C. |[Penynsunan buku pedoman/ketentuan pelaksanasn/ketertuan tekmis di

bidang pengawasan perikanan

Menyusun dan atau meavempuroakan ketentuan pelaksanaan
(standar) bidang pengawasan perikanan

|53

. [Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bhidang pengawasan

perikanan
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UNSUR YANG DINILAT

ANGKA KREDIT MENURUT

NO
UNSTUR, 8UB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANST PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | TAMA | BARU | JUMLAH
4 2 3 Ej 3 -] 7 8

35 |Menyusun dan atau menyempurnakan petonjuk teknis bidang
pengawasan perikanan

JUMLAH UNSUR UTAMA I 8D} 1Tl

[V |PENUNJANG TUGAS PENGAWAS PERIEANAN

A. |Pengajar/pelatih di bidang pengawasan pxrikanan

Mengajar /melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang,
pengawasan perikanan
B. |Peran serta dalam seminar /lokakarya/ konferensi di bidang pengawasar.
perikanan
1 |Mengiknti seminar/lokakarya sebagais
a |Pemvasaran
b |Pembahas/moderator/narasumber
¢ |Peserta
2 |Mengikuti delegasi ilmiah sebagai!
a |Ketia
b |Anggota
C, |Heangeotaan dalam organisasi profesi

Menijadi-anggota organisasi profesi sebagai:
a |Ketua/Walkil Retua
b |Anggota
D. |Keanggotaan dalam Tim Periilai
Menjadi-anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan

E. |[Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa

Tanda penghargaan /tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:
a |30 (tiga pulnh) tabun
b |20 (dua puluh) tahon
¢ |10 {sepuluh) tabhun

F, |Memperoleh ijasah pendidilkkan lainnya

Mempéroleh jazah yang tidak sesuat dengan bidang mgasnya:
1. |Doktor (S3)
2, |Magister (S2)
3. |Sarjana (31)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1

9

o

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

(O

dan geterusnya

1, Surat pernyataan melakukan kegiatan
2, Surat pernyataan melakukan kegiataiy ...
Surat pernyalasn melakukan kegiatan
Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
Suratf pernyalaan melakukan kegiatan penunjang

NIP.

Catatan Pejabat Pengusul ;

i< H—
4. dan seterusnya

pete

( jabatan’)

{nama pejabat pengusul )
NIP,

vII

Catatan Anggota Tim Penilai ;

4. dan sefterusnya

| Nama Penilai 1 )

NIP.
(Nama Penilai 1)
NIP.
VIHI|Catatan Ketuna Tim Penilai :

Lo
2.
B
4, dangeerusnya

Ketua Tim Penilai.

[Nama )

NIP,
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JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

-120-

ANAK LAMPIRAN 6B

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMEINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA/MUDA

Nomor:
TNSTTANIST : s sovtitiss itesiaaraeis st ohtedhii MASA PENILAIAN
NO KETERANGAN PERORANGAN
1, | Nama
2. |NLP
3. | Nomor Sert Kartu Pegawal
4, | Tempat dan Tanggal Lahir
5. | Jenis Kelamin i
6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7 | Jabatan Pengawas Perikanan / TMT
&, | Masa Kerja'gelongan lama
9. | Masa Kerja golongan barn
10, | Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAL
NO ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM FPENILAL
LANIA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAF
J 2 3 4 5 [ 7 &
I |PENDIDIEAN
A |Pendidikan sckolah dan mem peroleh fjazah/gelar
Mengiknt Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazal/gelar
1. |Doktor (S3)
2. |Magister (52)
3. |Sarjana (81)
B, |Pendidikan dan pelariban reknis /fungsional ¢i bidang pengawasan
perikanan dan mem peroleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
(STTPF) atau sertifikat
Mengikuti pendidikan dan: pelatihan: teknis /fungsional di bidang
pengawasan perikanan dan memperoleh sturat tanda tanat
pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat
1. |Lamanya 961 jam atau lebih
2, |Lamanya antara 641 s.d 260 jam
3, |lamanya antara 481 s.d 640 jam
4, |Lamanya antara 161 s.d 480 jam
5. |Lamanya antara 81.s.d 160 jam
6. |Camanya antara 30 s.d 80 jam
7. |Lamanya lebih ke cil dar 30 jam
C. |Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan
Mengiluti pendidikan dan: pelatihan: prajabatan
IPendi.d.ika.n dan pelatihan Prajabatan tngkat 01
I |FENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN
A. |Persiapan Kegiatan Pengawasan
1, |Menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan Tahunan sebagai
Anggota
2. |Menyiapkan bahan penynsunan réncana kerja kegiatan pengawasan
terhadap pengelolaan sumber daya kelantan dan perikanan
a. [Bulanam
lMcnyusu_vl rencang kerja sebagai Anggota
b, |Trwulanan
1) TMeny-usun rencana kerja sebagal Anggota
¢, |Tahunan
1) IMenyusu_n rencana ketja sebagai Anggota
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UNSUR YANG DINTLAIL

NG

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAT

LANMA

BARU

JIMLA F

LAMA

BART

JUNMLAF

Z

3

Pl

Z

6

7

&

2) |Melaknkan analisa data dan informasi di bidang
pengawasan

3] |Melaknkan pengolahan data dan informasi di bidang
pengawasan

Pengawasan Usaha Penangkapan [kan

1. [Melaknkan kegiatan analisis kepatithan kapal perikanan terhadap
ketentuan Sistem Pemantanan Kapal Perikanan (SPKF)

2. |Melaknkan kegiatan analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan
dalam'rangka penerbiran Surat Lail Operasi (SLO) kapal perilcanan.

3. |Melakukan tindakan penghentian. memasuki. memeriksa Kapal kan
Asing (KIA)

4., |Melaknkan kegiatan analisis-dokumen KA dalam rangka Port State
| Measure (PSM)

5. |Melakukan tindakan penghentian. memasuki. memeriksa Kapal Ikan
Indonesia (KII)

6. |Melakukan tindakan lain yang diperlukan. yang menurut hukium
dapat dipertanggungjawabkan:

7. |Menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti
tindak pidana JUU fishing kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP
untuk diproses lebih lanjut

8, |Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penanganan ikan di
atas kapal perikanan

. |Pengawasan Usaha Pembudidayaan kan

1. |Melakukan kegiatan pengawasan peredaran ikan atau benih ikan
yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah Negara Republik
Indonesia

2. |Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian perizinan kegiatan
pepelitian-dan pengembangan petikanan dengan izin yang dimiliki

Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan

1. |Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan yang diolah. asal bahan
baku dan tojuan distribusi ikan yang telah diclah

2. |Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan
importssi ikan setelah surat pelepasan dari karanting ilean

Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanckaragaman

1. |Melakukan verifikasi hasil pemertiksaan kesesuaian dokumen
perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan

2, |Melakulzan verifikasi basil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan
ekosistem marigrove

e

Melakulan verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang didnga
membawa bahan peledak dan/atan bius

Tindak Lanjuthasil pengawasan

1. |sebagal Ketua Tim Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Pényidikan
(SPDP)

2. |sebagai Anggota Tim Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

a. |Melalarkan kegiatan pemertiksaan pendahulnan tindak pidana
perikanan

b. [Melaknkan kegiatan pemeriksaan ferhadap saksi-saksi dan
tersangka tindak pidana perikanan

¢, |Mendatangkan ahli yang diperhikan dalam hubungannya
dengan tindak pidana perikanan

d, |Melakulcan kegiatan penerimaan dan penelitian awak leapal
danfatau barang bukiidart penangkap

¢. |Melaksanakan kegiatan pemantavan penanganan bndalk pidana
perikanan sampai pada putusan inkracht

‘Analisis dan Bvaluasi hasil pengawasan

Melakukan kegiatan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal
kedatangan (HPK)

Il |PENGEMBANGAN FROFESI

A

Pembuatan karya tolis/karcya ilmigh i bidang pengawasan perikanan

L, [Membuat karya tulis/larya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,
survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. |Dalam majalah ilmriah yang diakni oleh LIP
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UNSUR YANG DINILAT

NG

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAT

=

BARU | JUMLAH | LAMA

BARU

JUMLAF

2

3

4

¥ 6

'4

&

. |Membuat karya tulis /karva ilmial hasil penelitian. pengkajian.

survey dan evalnadi di bidang pengawasan perikanan yang tidak

a. |Dalam bentuk buku

b. |Dalam bentuk makalah

. |Membuat karya talis fkarya ilmiah bertipa tinjauan atau nlasan

ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan

a. |Dalam bentuk buku vang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. |Dalam majalah ilmiah yang diakui cleh LTPI

. |Membuat karya tlis /kkarya ilmiab berupa finjanan atan dlasan

ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang
tidak dipublikasikan

a. |Dalam bentuk bukn

b, |Dalam bentuk makalah

o

. [Membuat tulisan {lmiah populer di bidang pengawasan perikanan

yang disebarluaskan melalui media massa

. |Menyam paikan prasaran bernpa tinjanan. gagasan dan atan ulasan

ilmialr di bidang pengawasan perilkkanan pada pertemuan ilmiah

. |Penerjemahan/ penyadnran bukn dan bahano-hahan lain di bidang

| pengawasan perikanan

L

Menerfjemahkan /menyadur di bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b, |Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang

. |Menerjemahkan /menyadur di bidang pengawasan perikanan yang

tidak dipublikasikan dalam bentuk;

a. |Dalam bentuk bulou

b, |Dalam bentuk makalah

, |Membuat abstrak rulisen ilmish hidang pengawasan perikanan yang

dim yat dalam penelitian

. |Pen;

yusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan /ketentnan teknis di

bidang pengswasan perikanan

L

Menyusun dan atan menyempurnakan ketentuan pelaksanaan
(standar) bidang pengawasan perikanan

. |Menyusun ¢an aran menyempurnakan pedoman bidang pengawasan

perikanan

. |Menyusun dan atau menyempurnakan petunjulk telonis bidang

perigawasan perikanan

JUMIAH UNSUR UTAMA 1 S [Tl

IV |[PENUNJANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

A,

Per,

gajar/pelatih di bidang pengawasan perikanan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan i bidang
pengawasan perikanan

. |Peran serta dalam seminarflokakarya/ konferensi di bidang pengawasan

perilkkanan

1

Mengikarti seminar/lokakarya sebagai:

a |Pemrasaran

Pembahas/maderator/narasumber

[l -2

Peserta

L]

Mengikuti delegasi ilmiah sebaga:

a |Eetua

b |Anggora

Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:

a |Ketua/Wakil Ketua

b |Anggata

anggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim: Pénilai Kinerja Jabatan Pungsional Pengawas
Perikanan
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UNSUR YANG DINILAI
NO ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LTAMA | BARU | .JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 &

E. [Mempercleh tanda penghargaan/tanda jasa

Tanda penghargaan ftanda jasa Satya Lencana Karya Satya:

4a

30 (tiga pululi) rahun

b

20 {dua pulih) tahun

<

10 (sepuhh) talion

F. |Memperoleh ijasah pendidikan lainnya

perolehijazah yang tdak sesuai dengan bidang rugasnya;

Mem:

Dokior (S83)

L=l N

Wagister (52)

@

Sarjana (S1)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegintan jenjang jabatan di atas/di bawah *)
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JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

* Dicoret yang tidak perln
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V |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

6, dan seternstya

L. ‘Surar pernyataan melakukan kegiatan
2. Surai pernyataan melakukan kegiatan ..., .
3, Surat pernyataan melakukan kegiatan
4
5

. ‘Borat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
. Surat pernyataan melakokan kegiatan penunjang

NIE.

VI |Catatan Pejabat Pengusul :

4. dan seterusnya

{ jabatan')

(mama [)ejaba! pengusul )
NIP.

VII |Catatan Anggota Tim Penilai :

4. dan seterustiya

| Nasia Penilai T )

NIP,

(Nama Penilai 1I)

NIP.

VIHI|Catatan Ketua Tim Penilai :

4. dan seterusmya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP,
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CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

ANAK LAMPIRAN 6C
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESTA

NOMOR 22 TAHUN 2617

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DATTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI MADYA/ MADYA:

Nomor:
IRESTANSBY: it ivaad i vovad v vvad dovads MASA PENILAIAIN:
Bulan ..o §)d Bular. o, Tahines coe.

NO KETERANGAN PERORANGAN

1, | Nama

2, |NIP

3 | Nomot Seri Karta Pegawai

4. | Tempat dan Tanggal Lahir

5 | Jems Kelamin

6. | Pendidiken yang diperhitunglan angka kreditiya

~i

Jabatan Pengawas Perikanen / TMT

8, | Masa Kerja golongan lama

9 | Masa Kerja golongaa bara

10. | Unit Kesja

TNSUR YANG DINTLAL
No ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAT [NSTANSI PENGUSTL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | .JUMLAH

1 = 3 7 5 & 7 il

1 |PENDIDIKAN

A |Pendidikan sekolah flan arempercleh jjazah/ gelat

Mengileuti Pendidikan selolalr dan memperoleh yazah/ gelar

1. |Daktor (83)

2, |Magister (82)

3. |Satjana (81)

B. |Pendidikan dan pelatihan telenis/ fingsional di bidang pengawasar.
perikanan dan memperoleh surattanda tamat pendidikan dan pelatihan
(STTPP) ataa sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang
pengawasan perikenan dan memperoleh surat tanda tamat pendidiken
danpelatdhan (STTPP) arau sertifilcar

Lamamya 961 jam atan lebih

|

Lamamya antara 64 1 s.d 260 jam

Lamanya antara 481 & d 640 jam

Lamanya aararg 181 s,d 480 jam

Lamarrya antara 81 s.d 160 jam

Lamariya antara 30'8.¢L 80 jam

bl el Bl A

. |Lamanya lebih keeil dari 30 jam

Q. |Pendidikan dan Pelatihan Fra Jabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatithan prajahatan

]‘Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tinglkat 11

I |PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN DATAM RANGKA TERTIB PEI AKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN

A |Persiapan Kegiatan Pengawasan

1., |Menyusun rencena kerja kegiatan pengawasan Tahunar sebagal Ketua

2. |Menyiapkan bahan penyusunan téncana kerja kegtatan pengawasan
tethadap peogelolaan sumber daya kelauten dan petikanan

a. |Bulanan

|Meny‘usun reficana kerja sebagai Ketua

b: |Triwnlanan

|Maﬂyusu.u rencana kerja sebagal Ketua

¢: |Tahnnan

1 lMenyusml rencang kerja sebagal Ketuia
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UNSUR YANG DINILAT
) ‘ ‘ ANGEA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN NSTANSI PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
4 2 E 4 S & 7 8

2) |Melakitkan enalisa data dan informasi di bidang pergawasan

J) |Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang
pengawasan

B. |Pengawasan Usaha Penangkapan fkan

1., |Melaknkan kegiatan enalisis tracking transmiter

2.. |Melakukan kegiatan analisis kesesuaian pelabnhan pangkalan dengan
SIPT atair STKPL

3. ml@@ﬂ Telarifikasi kesesuatan operasional kapal berdasarkan hasil
analisa tracking transmiter atan surat pemyataan Nakhoda dalam
rangka membust laporan hasil verifikas] ikan yang didaratkan

4.. | Melakukan verifilcasi] kesesuaian. data pendaratan ilkan dalam rangka
penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Tangkapan bkan (LVHTI)

C. |Pengawasan Usaha Pembudidayaan kaa

Melakukan lkegistan pemeriksaan kesesuaian keglatan pembudidayaan
ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen perizman usala
pembudidayaan ikar

D. |Pengawasan Usaheg Pengolahan dan: Distribusi Hagil Perikanen
L. |Melekukan kegiatan artalisis ketaatan kapal perikanan dalam hel
pendisiribusian hasil tangkapan ke UPlsebagai mitranya

2. | Melalaikan verifikasi/ kesesuaian lava pengolahan dan distribusi hasil
petikanan

E. |Pengawasan Pencemaran Perairan

Melaknkan kegiatan analisis hasil sampel air tercemar/ hiota perairan
dengan bakn niatn

F. |Pengawasan Pemanfaatan Pesisii dan Pulan-Pulau Keeil

L.. | Melakukan verifikast hasil pemeriksaan lapangan atas laporan
masyarakat

2.. | Melakukan verifilcass Lasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir
dan pulan-pulan kecl

G | Pengawasan. Pemanfaatan Kawasan Konservasi flan Keanekaragaman
Hayati

IMf:lan_Lkan Legiatan analisis hasil uji forensik ikan
H. |Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan
pasir latit

1 |Melakulkan verifikas: tipe/jenis dan kendisi BMKT

2.. |Melaknkan verifikast jenis material pasir lawt yang dimanfaatkan
L. |Tindak Lanjut hasil pengawasan
sebagal Ketua Tim Penyidikan Tindalk Pidana Perikanan

L. |Membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara,
tersangka dan barang hitlti kepada Jalksa Pertintit Uitim
2.. |Melaknkan kegiatan penerimiaan harang bult tindak mdana

perikanan
3 |Melakukan kegiaten pemnsnaban barang bukti tindak pidana
perikanan

4 |Melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan
J. |Analisis dan Evaluasi hagil pengawasan

1 | Melakukan kegiatan analisis buku lapor ketaatan keapal

2 |Melakukan kegiatan analisis surat laik operasi kapal perilkanan

3. |Melaknkan kegiatan analisis produlctifitas hasil tangkapan kapal
perikanan

4 |Melakukan kegiatan analisis kepamlan UP] sesual ketentuan
peramiran perundang-undangan ldalam bidang perikanan

Melakukan. kegiatan evalnasi col GG Qe TeTig: an (luasan
daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)

i

11 |PENGEMBANGAN PROFEST

A E’mbuatankal_'ya tulis [ karya ilmiah di hidang pengawasan perikanan
1 |Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian. pengkajian. survey.
danevaluasi di hidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan:
a. |Dalam lentiik biden yang diterbitkan dart
diedarkan secara nasional
b: |Palam majalah flmiah yang diakui cleh LIP]
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NO

TUNSUR YANG DINILAT

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANST PENGUSUL TIM PENILAT

LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH

2 3 Tz g 6 7 E

Membuat karya talis/ karya ilmiah hasil penelinan, pengkajian, survey
dan evalnasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak
dipublikasikan

a. |Dalam bentuk buku

b, |Dalam hentuk makalah

=

3. |Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa finjauan atan wlasan ilnia
dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan

a. |Dalam bentuk bukn yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. |Dalam majalah itmiah vang diakui oleh LIP]

4, |Membuatkarya tulis/karya ilmiah berupa finjanan atau ulasan ilmial
dengan gagasan sendiri di bideng pengawasan: perikanan yang tidak
dipuihlikasikan

a. |Dalam lhentik biden

b: |Dalam bentuk makalah

5. |Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan perkanan yang
disebarlnaskan melalui media massa )

6. |Menyampaikan prasavan beripa tinjauan; gagasan.dem atan ulasan
dmiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmiah

B: |Penerjemahan/ peuyaduran buku dan hahan-bahan lain di bidang
pengawasart perilcanan

1, |Menerjemahkan/menyadurdi bidang pengawasan perikanan yang
dipuhlikasikan dalam bentul;

a. |Dalam lentik buden yang diterbitkan dan
diedarkean secara uasional

b: |Dalam majalah ilmiah vang diakui cleh nsténsi yang berwenang

2. |Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan petikanan yang
tidak dipublikasikan dalam bentuk:

a. |Dalam hentuk bulcu

h. |Dalam hentiik makalah

3: |Membirat abstrak tilisan ilmiah hidang pengawasan perikanaf yang
dimuat dalant penéhtian

C: | Penyusunan buku pedoman/ketentivan pelaksanaan/ ketentnan teknis di
bidang pengawasan perikanaa

L |Menyugun dan aten menyempuriiakan ketentuan pelaksanaan
(stanidar) bidang pengawasan perikanan

2. |Menyugun dan aten menyempurnakan petloman hidang pengawasan.
perikanan

3, |Menyusun: dan aran meayempurnakan peuinjuk reknis bidang
petigawasan perikanan

JUMLAH UNSUR UTAMA.1 SO I

PENUNJANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

A: |Pengaiar/ pelatih di bidang pengawasan perikanan

Menggjar{ melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang
pengawasan perikenan

B- |Peran serta dalam seminar/lokakarya/ korferensi di bidang pengawasan
perikanan

] |Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai:

a |Pemrasaran

b |Pembuhas/moderator/narasnmber

¢ |Peserta

[¥]

Mengikuti delegasi ilmizah sehagsi:

a |Kema

b |Anggota

C. |Keanggotaan dalam orgariisasi profesi

Menjadi-anggota organisasi profési sebagai:

a |Ketua/Wakil Ketua

b |Anggota

D |Keanggotaan dalem Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas:
Perikanan
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UNSUR YANG DINILAT
) ‘ ‘ ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
d 2 3 4 S & 7 S

E. |Memperoleh tanda penghargaan/ tanda jusa

Tanda penghargaan/ tanda jasa Satva Lencana Karya Satya:

a |30 (riga pululy ahun:

b |20/ (dua pulah) taliun

¢ |10 (sepulah) tahna

F |Mempern.

lehijasah pendidilkan lainnya

Mern

peroleh fazalr yang tidak sesuai dengan bidang nugasnya:

Doktor (53)

1

o

Magister (S2)

G

Sarjana (S1)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)
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2

~

JUMLAH DNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
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v

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan
2. Burat pernyataen melakulcan kegiatan: ...,

RS

)

dan seterusnya

Surat pertiyaraan melakukan kegiaran

. ‘Surat pernyataan melakikan kegiatan pengembangan profesi
. Burat pernyalaan melakulkan kegialan penunjsang

Catatan Pejabat Penguasul :

4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul)
NIP

Catatan Anggota Tim Penilai ;

4, dan seterusnya

( Nama Penilai T )

NIP.

(Nama Penilai 1)

NIP.

via

Catatan Ketua Tim Penilai :

4. dan seterusnya

Ketua Titn Penilai.

(Nama )
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ANAK TAMPIRAN 6D

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI UTAMA/UTAMA

Nomior:
IINSTANST & s o vn o annacessn vns viswann e o o nae s MASA PENILAIAN :
Bualan v e §/d Bolano e TaHER G 00w

NO KETERANGAN PERORANGAN

1. | Nama i

2. | NP "

3, | Nomor Ser Kartu Pegawai

4. | Tempat ¢tan Tanggal Lahir

5, | Jedis Kelamin i

6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya t

7. | Jabatan Pengawas Perikanan / TMT

8. | Masa Kerja golongan lama

9, | Masa Kerja golongan bami i

10, | UnitKerja '

UNSUR YANG DINILA]
NO ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR,: SUB UNSUR DAN BUTIR KBGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1. z 2 4 3 [ 7z &
1 |PENDIDIKAN
A. |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah fgelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

L. |Doktor (S2)

3, |Magister ($2)

3. |Barjana ($1)

. |Pendidikan dan pelatihan teknis /fungsional di bidang pengawasan
perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
(STTPP) atau serifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis /fungsional di bidang
pengawasan perikanan dan mem peroleh surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat

—

Lantanya 961 jam atan lebih

S

Lamanya antara 641 s.d 960 jam

Lamanya antara 481 s.d 640 jam

Lamanya antara 161 s.d 480 jam

Lamanya antara 81 s.d 160 jam

ol i Bl B

Lamanya antara 30's,d 80 jam

7. |Lamanya lebih kecil dari 30 jam

Pendidikan dan Pelatthan Pra Jabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat 1

II

FER

PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIE PELAKSANAAN PERATURAN
UNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN

A.

Persiapan Kegiatan Pengawasan

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan
terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Tahunan

1. |Melakukan analisa data dan informasi di‘bidang
pengawasan

2: |Melakukan pengelahan data dan informasi di bidang
pengawasan

Pengawasan Usaha Penangkapan Tkan

i,

Melakukan kegiatan penelashan kapal perikanan yang diduga
melakulan pelanggaran tindak pidana perikanan. yang di ad hoc ke
[panglalan /Stasiun /Satwas SDKP




-133-

2017, No.803

NO

TUNSUR YANG DINILAI]

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR EEGIATAN

ANGEKA KEREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAL

LAMA

BART | JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

2

RS

) )

B

i

&

2. |Melaksanakan kajian produkiivitas hasil tangkapan kapal perikanan
sesuat dengan alat penangkap ikan yang digunakan

, |Pengawasan Usaha Pembudidayaan lkan

1, |Melakukan kegiatan analisis jenis ikan berbahaya yang dilarang
masulk dani luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik
mdonesia

2. |Melakukan kepiatan analisis sebaran jenis ikan fnvasive

3. |Melakukan kegiatan analisis dampak seharan jenis ikan nuvasive

[Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan

Melakukan Kegiatan analisis data hasil pemeriksaan kandungan
bahan tambshan pangan yang membahayakan kesehatan manusia

Pengawasan Pencemaran Perairan

Melakukan kajian kerngian lingkungan ¢an ekonomi masyarakat
akibat pencemaran perairan

. |Pengawasan Pemanfaatan Pesisit dan Palau- Pulair Kecil

Melakukan kegiatan analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-
pulau keeil

2

Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanckaragaman
Hayati

1 |Melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi terkait kerusakan
kawasan konservasi perairan

2, [Melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi kerusakan ekosistem
mongrove

, |Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan

pasirlaunt

Welakukan kegiatan analisis hasil pengawasan BMET

1.
2. [Melakukan kegiatan analisis:dampak kernsakan lingkungan yang
ditimyulkan akibyai penambangan pasir laut

[Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan
1. |Melakukan kegiatan evahiasi pelaksanasan operasi kapal pengawas
terhadap proses hukum /kapal yang di ad hoe

1

pemeriksaan (HENKIK) oleh kapal pengawas

Melakukan kegiatan evahiasi terhadap pelaksanaan penghentian dan

3, |Melakukan kegiatan evaluasi laporan situasi dan report (SITREF)

. |Pengembangan sistem pengawasan

1 |Melakukan kegiatan identifikasi/verifikasi kinerja sistem pengawasan

perikanan

2 |Melakukan kegiatan pengujian terhadap efektifitas instrumen /sistem
pengawasan perikagan

3 |Melakukan kegiatan analisis terhadap hasil identifikast dan uji
efelktifitas sistem pengawasan perikanan

4 |Melakukan kKegiatan penyusunan kajian unfuk penyempurnaan
sistemn pengawasan perikanan

o

Melakukan kegiatan analisis dan verifikasi hasil identitikasi

6 |Melakulkan kajian coverage areq pengawasan (nasan daevah yang
terawasi dalam WEP-NR])

PENGEMBANGAN PROFESI

A

Pembuatan karya tulis /karyailmiah di bidang pengawasan perikanan

1. [Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,
survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang

a, |Dalam bentik bhulm yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. |Dalam majalah ilmiah yang diakii oleh LIPI

2. |Membuat karya tulis /karya ilmdah hasil penelitian. pengkajian;
survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak
dipublikasikan

a, |Dalam benmk bulu

I, |Dalam benmk makalah

W

Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan arau ulasan

dipublikasikan

imah dengan gagasan senditi di bidang pengawasan perikanan yang

a. |Palam bentuk huku vang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

B, |Dalam majalah ilmiah yang diakui aleh LIPI

4, |Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjanan atan ulasan
ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang
tidak dipublikasikan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGEKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAL

LAMA

BARU | JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAFL

3

4

5

6.

7

&

a, |Dalam bentulk hulu

b, |Dalam benfuk makalah

5. |Membuat tulisan ilmiah populer di'bidang pengawasan perikanan
yang disebarluaskan ‘melalui media massa

&, |Menyampaikan prasaran berupa tinjanan. gagasan dan atan ulasan
imiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmiah

. |Penerjemahan/ penyaduran bukun dan bahan-bahan lain di bidang
pengawasan perikanan

1. [Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a, |Dalam benmuk bulau yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. |Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang

2. |Menerjemahkan fmenyadur di bidang pengawasan perikanan yang
tidak dipublikasikan dalam benful:

a, |Dalam benfuk bulu

b, |Dalam benfuk makalah

3. |Membuat abstrak tulisan ilmiah hideang pengawasan perikenan yang
dimuat dalam ‘penelitian

o

Penyusunan buku pedoman/ke tentuan pelaksanaan /ketentnan teknis (di
bidang pengawasan perikanan

1. |Menyusun dan atau menyem purnakan ketentuan pelaksanaan
(standar) bidang pengawasan perikanan

2. |Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan
perikanan

3. |Menyusun dan atau menyempurnakan petunjule teknis bidang
pengawasan perikanan

JUNMTAH UNSUR UTAMA 1 SD ]

PENUNJANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

A,

Pengajar/ pelatih di bidang pengawasan perikanan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di‘bidang
pengawasan perikanan

Peran'serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pengawasan
perikanan

1 |Mengikuti semmar/lokakarya sebagan:

a |Pemrasaran

b |Pembalias/mioderator/narasumber

¢ |Peserta

2 |Mengikotiidelegasi {lmiah selbagai:

a |Ketua

b |Anggota

Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profess sebagai:

a |Ketua/Wakil Ketua

b |Angeota

, |Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penildi Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan

. |Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa

[ Tanda penghargaan /tanda jasa Satya Lencana Karya Satya;

a |30 (tiga puluhj tahun

b |20 (dua puluh) tahun

¢ |10 (sepululy) tahun

. |Memperoleh ijasah pendidikan lainnya

Memperoleh ijazal yang Hdak sesuai dengan bidang tugasnya;

L. |Deoktor {S3)

2. |Magister (S2)

3. [Sarjana (S1)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/dibawah %)

1 2 3 4 5 (6} ) 8

JUMEAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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V |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...,

2. Burat pernyataan melakukan kegiatan . ...

3. Burat pernyatasn melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyatagn melakukan kegiatan penunjang

5. dan seterusnya

NIP.

VI |Catatan Pejabat Pengusul :

4. danseterusnya

( jabatan )

(hama pejabat pengusul )

NIP.
VII [Catatan Anggota Tim Penilai :
1.
2,
30 o
4, dan setérusiiya
| Namig Penilat ] )
NIP.
(Nama Penilai IT)
NIP.

VIHI|Catatan Ketua Tim Penilai ¢

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

{Nama )




